


BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 56 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 97 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ROPANG 
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA, 

a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Ropang 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan 
perubahan rencana pembangunan lima tahunan 
Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa yang memuat 
program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan 
Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis 
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan 
keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan 
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Kecamatan Ropang 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
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Lembaran Negara R blik 
epu Indonesia Nomor 1655)· 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tah ' 
Perencanaan Pemb ~n 2004 tentang Sistem 
R b. angunan Nasional (Le b 

epu lik Indonesia Tahun 2004 N m aran Negara 
Lembaran Negara Republik I d ~mor 104, Tambahan 

3 n ones1a Nomor 4430)· 
. Undang-Undang Nomor 1 Tah ' 

Hubungan Keuangan Antara p un_ 2022 tentang 
Pemerintah Daerah (Le b emenntah Pusat dan 
Indonesia Tahun 2 022 N m aran Negara Republik 

Negara Republik IndonesiZr;;~~:; J~f-ahan Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 25 ' 
Pelayanan Publik (Le b Tahun 2009 tentang 
112, Tambahan Lem~ar:.ian N~egara Tahun _2009 Nomor 
Nomor 5038); gara Republik Indonesia 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t 
(Lembaran Negara Tahun 2014 N /nTtang Desa 
Lembaran Ne . omor , ambahan 

b . gara Republik Indonesia Nomor 5495) 
se agaimana telah diubah dengan Undang-Undan 
Nomor 11 Tah~ 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar~ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 
r~1~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 201 7 ten tang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan 
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 N omor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
ten tang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
459); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 994); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Ren can a Strategis Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 440); 

3 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1569); 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 
Tahun 2020-2024; 

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 571); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 686); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 -2026 
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Menetapkan 

{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 712); 

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sumbawa dan Staf Ahli Bupati {Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 50) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2020 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sumbawa dan Staf Ahli Bupati {Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 97 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ROPANG 
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026 {Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 97), 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Diundangkan di Sumbawa 
pada tanggal ~) ,J :to'!>3r 2)"3 

Ditetapkan di Sumbawa 
pada tanggal .,! J :tJuc-r ::-1.23 

BUPA~ A, 

..__.. ' 
MAHMUD ABDULLAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

HAS~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR : r: 
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1.1 Latar Belakang 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 56 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUMBAWA NOMOR 97 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN ROPANG KABUPATEN 
SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

BABI 
PENDAHULUAN 

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra 

selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana 

kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 

Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. 

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana 

pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana 

pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana 
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Perangkat Daerah, terdiri atas : Renstra Perangkat Daerah dan Renja 

Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra 

Perangkat Daerah rnernuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pernbangunan dalarn rangka pelaksanaan Urusan Pernerintahan Wajib 

dan/atau Urusan Pernerintahan Pilihan sesuai dengan tugas danfungsi setiap 

Perangkat Daerah, yang disusun berpedornan kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah rnernuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelornpok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedornan kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah 

Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah rnelakukan penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah 

dirnaksud, Perangkat Daerah rnelakukan koordinasi, sinergi dan harrnonisasi 

dengan BAPPEDA dan pernangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) 

selanjutnya rnenyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat 

Daerah disusun secara bertahap, yang dirnulai dengan (a) persiapan 

penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; 

(d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 

(e) perurnusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. 

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pernbangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pernerintah Daerah, disebutkan secara detail bagairnana proses 

penyusunan renstra perangkat daerah, penyusunan renstra berlaku rnutatis 

dan rnutandis terhadap penyusunan perubahan renstra sebagai berikut: 
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Tahaean: Proses: Keterangan: 
Persiapan a . penyusunan a. Tim penyusun Renstra PD 
Penyusunan rancangan keputusan dipersiapkan oleh Kepala PD dan 
Renstra Bupati tentang diusulkan kepada Bupati untuk 

pembentukan tim ditetapkan dengan surat 
penyusun Renstra keputusan Bupati. 
PD; b . Susunan keanggotaan tim 

b. pembentukan tim penyusun Renstra PD yang 
penyusun Renstra PD ditetapkan dengan keputusan 
dimulai dari Bupati sekurang-kurangnya: 
penyiapan rancangan Ketua (Kepala PD), Sekretaris 
Surat Keputusan (Sekretaris PD), Pokja 
Bupati tentang ( disesuaikan dengan ke bu tuhan 
pembentukan tim (pejabat/ staf PD dan unsur 
penyusun Renstra pemerin tah / non pemerin tah 
PD. Susunan yang dinilai kompeten sebagai 
keanggotaan tim tenaga ahli) . 
berasal dari pejabat C. Tujuan orientasi adalah untuk 
dan staf PD penyamaan persepsi dan 
bersangkutan yang memberikan pemahaman 
memiliki kemampuan terhadap berbagai peraturan 
dan kompetensi di perundang-undangan berkaitan 
bidang perencanaan dengan renbang nasional dan 
dan penganggaran. daerah, keterkaitannya dengan 

c. orientasi mengenai dokumen perencanaan lainnya, 
Renstra teknis penyusunan dokumen, 
PD;penyusunan dan menganalisis serta 
agenda kerja tim menginterpretasikan data dan 
penyusun Renstra informasi ren bang daerah yang 
PD; diperlukan dalam Menyusun 

d. Tim penyusun dokumen renbang daerah. 
Renstra PD bertugas d. Bahan orientasi mengenai 
untuk dokumen renbang daerah dan 
mengumpulkan data dokumen rencana PD, 
dan informasi, mencakup: (l)Peraturan 
menyusun dokumen perundang-undangan yang 
perencanaan sesuai terkait dengan renbang dan 
tahapan dan tata penganggaran daerah; 
cara termasuk (2)Panduan atau pedoman teknis 
melakukan terkait penyusunan dokumen 
pengendalian renbang daerah dan dokumen 
penyusunan rencana PD; dan (3)Buku-buku 
kebijakan dokumen literatur tentang renbang dan 
rencana PD. penganggaran daerah. 

e. penyiapan data dan 
informasi 
perencanaan 
pembangunan 
Daerah berdasarkan 
SIPD. 

Penyusunan a . analisis gambaran a . Penyusunan ranwal Renstra PD 
Ranwal pelayanan; dilakukan bersamaan dengan 
Renstra PD b. analisis penyusunan ranwal RPJMD; 

permasalahan; b. Penyusunan ranwal Renstra PD, 
disajikan dengansistematika 
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Taha~an: Proses: Keterangan: 
C. penelaahan dokumen paling sedikit 

perencanaan lainnya; memuat:pendahuluan;gambaran 
d . analisis isu strategis; pelayanan PD;permasalahan dan 
e. perumusan tujuan isu strategis PD;tujuan dan 

dan sasaran PD sasaran;strategi dan arah 
berdasarkan sasaran kebijakan;rencana program dan 
dan indikator serta kegiatan serta pendanaan; 
target kinerjadalam kinerja penyelenggaraan bidang 
rancangan awal urusan; dan 
RPJMD; C. penutup. 

f. perumusan strategi 
dan arah kebijakan 
PD untuk mencapai 
tujuan dan sasaran 
serta target kinerja 
PD;dan 

g. perumusan rencana 
program, kegiatan, 
indikator 
kinerja,pagu indikatif, 
lokasi kegiatan dan 
kelompok 
sasaranberdasarkan 
strategi dan 
ke bijakan PD serta 
program danpagu 
indikatif dalam 
ranwal RPJMD. 

Penyusunan a. Rancangan Renstra a. BAPPEDA melakukan verifikasi 
Rancangan PD disusun dengan terhadap rancangan Renstra PD. 
Renstra menyempurnakan b. Verifikasi bertujuanuntuk 
Perangkat ranwal renstra PD memastikan rancangan Renstra 
Daerah berdasarkan SE PD telah selaras dengan ranwal 

Bupati tentang RPJMD dan mengakomodir hasil 
penyusunan Berita Acara. 
rancangan renstra C. Dalam hal hasil verifikasi 
PD. ditemukan ketidaksesuaian, 

b. Rancangan Renstra BAPPEDA menyampaikan saran 
PD dibahas dalam dan rekomendasi untuk 
forum PD/ lin tas PD. penyempumaan rancangan 

C. Hasil kesepakatan Renstra PD kepada PD. 
forum PD /lintas PD d. Berdasarkan saran dan 
dirumuskan dalam rekomendasi BAPPEDA, kepala 
Berita Acara. PD menyempumakan 

d. Rancangan Renstra Rancangan Renstra PD. 
PD disempurnakan e. Rancangan Renstra PD yang 
berdasarkan Berita telahdisempumakandisampaikan 
Acara. kembali oleh kepala PD kepada 

e. Rancangan Renstra kepala BAPPEDA. 
PD disajikan dengan f. Verifikasi rancangan Renstra PD 
sesuai sistematika disampaikan paling lambat 2 
standar. (dua) minggu setelah 

f. Rancangan Renstra penyampaian rancangan Renstra 
PD disam:eaikan oleh PD. 
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Tahapan: 

g. 

Pelaksanaan a. 
Forum PD/ 
Lintas PD 

b. 

C. 

d. 

Perumusan a. 
Rancangan 
Akhir 
Renstra PD 

Proses: 
kepala PD kepada 
kepala BAPPEDA 
untuk diverifikasi dan 
dijadikan sebagai 
bahan masukan 
dalam 
penyempumaan 
ranwal RPJMD. 
Penyampaian 
Rancangan Renstra 
PD paling lambat 10 
hari setelah 
pelaksanaan forum 
PD/lintas PD. 
Forum PD/lintas PD 
dilaksanakan oleh 
kepala PD 
berkoordinasi dengan 
BAPPEDA. 
Forum PD/lintas PD 
dihadiri oleh 
pemangku 
kepentingan yang 
terkait dengan tugas 
dan fungsi PD. 
Forum PD/lintas PD 
bertujuan untuk 
memperoleh 
masukan dalam 
rangka penajaman 
target kinerja 
sasaran, program dan 
kegiatan, lokasi dan 
kelompok sasaran 
yang telah disusun 
dalam rancangan 
Renstra PD. 
Forum PD /lintas PD 
dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) 
minggu setelah SE 
Bupati diterima. 
Perumusan 
rancangan akhir 
Renstra 
PD,merupakan proses 
penyempumaan 
rancangan Renstra 
PD menjadi 
rancangan akhir 
Renstra PD 
berdasarkan Perda 
tentangRPJMD. 
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Keterangan: 

a. Hasil pelaksanaan forum 
PD/ lintas PD dirumuskan dalam 
BA kesepakatan dan 
ditandatangani oleh unsur yang 
mewakili pemangku kepentingan 
yang menghadiri Forum 
PD/lintas PD. 



Tahaean: Proses: Keterangan: 
b. Perumusan 

rancangan akhir 
Renstra PD, 
dilakukan untuk 
mempertajam 
strategi, arah 
kebijakan, program 
dan kegiatan PD 
berdasarkan strategi, 
arah kebijakan, 
program 
pembangunan 
Daerahyang 
ditetapkan dalam 
Perda tentang 
RPJMD. 

C. Rancangan akhir 
Renstra PD disajikan 
sesuai dengan 
sistematika. 

Penetapan a. Rancangan akhir a. Verifikasi, harus dapatmenjamin 
Renstra PD Renstra PD, tujuan, sasaran, strategi, 

disampaikan kepala arahkebijakan, program, dan 
PD kepada kepala kegiatan PD dalam Renstra PD 
BAPPEDA selaras dengan Perda tentang 
untukdiverifikasi. RPJMD. 

b. Apabila hasil b. Berdasarkan saran dan 
verifikasi, ditemukan rekomendasi, kepala PD 
ketidaksesuaian, menyempurnakan rancangan 
BAPPEDA akhir Renstra PD. 
menyampaikan saran C. BAPPEDA menyampaikan 
dan rekomendasi rancangan akhir Renstra PD 
untuk yang telah diverifikasi kepada 
penyempurnaan Bupati melalui Sekda untuk 
rancangan akhir ditetapkan dengan Perbup. 
Renstra PD kepada d. Penetapan Renstra PD dengan 
kepala PD. Perbup, paling lambat l(satu) 

C. Verifikasi rancangan bulan setelah Perda tentang 
akhir Renstra PD RPJMD ditetapkan. 
paling lambat 2 e . Renstra Perangkat Daerah yang 
minggu setelah telah ditetapkan dengan Perbup 
penyampaian menjadi pedoman kepala PD 
rancangan akhir dalam menyusun Renja PD dan 
Renstra PD. digunakan sebagai bahan 

d. Rancangan akhir penyusunan rancangan RKPD. 
Renstra PD yang 
telah disempumakan 
disampaikan kembali 
oleh kepala PD 
kepada kepala 
BAPPEDA untuk 
dilakukan proses 
penetapan Renstra 
PD. 
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Taha an: Proses: 
e. Rancangan akhir 

Renstra PD, 
disampaikan paling 
lambat lminggu 
setelah Perda tentang 
RPJMDditetapkan. 

Keteran an: 

Seluruh proses penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

PERSIAl'll'N 
PENYUSUNAN 
RENSTRA PO 

RANCANGAN 
RENSTIIA 

PO 

RANCANGAHRENSTRA 
HASll 

PENYEMPURNMN 

PENYEMPURNAAN 
RANCAHGAH 
RENSTRA PO 

RANCANGAN 
AKHIR RENSTRA 

PO 

FORUMPO/ 7 L LINTASPO 

/ VERIFIKASI - / 

L::_":_/ 

Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan 

dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah 

itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah 

kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan 

provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara 

nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai 

dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan 

renJa perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen 

perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, 

dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini: 
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Rcnsoro SKPD"_.. __ _ RPJMD 

l 

bncanpn 
APBD 

WIii> 

Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen 

perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah 

terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual 

seperti gambar di bawah ini: 

20 TAHUN 

PEOOMAN 
RPJPN 

ii 
RPJPO PEOOMAN 

ff 
-

RPJPO 
PEOOMAN 

K,'K 

(K,rnd,,g,,1017) 

)TAHUN 
r-- 1 TAHUN - 7 

RPJMN 
OIJABARKAN 

RKP PEOO MAN 

_ t ._l __ P_E_oo_ M_ A_ N___, 

~I + - , ... , ----'O'-IA .... c.;..u"----. 

~ I + I 
I 
I 
I 
♦ 

~I 
~I 
151 

RPJMO 
PROV 

t i 
i, 
~I 
11:I 
151 

RlN~TRA 
K.'I. 

! I PEOOMAN RfNJA 
~ i I k,l 

15 I 

ouAsARKi N RK Po -----:--•I PROV 

I 

PEOOMAN j 

PEOOMAN : I t I DIACU : +: I II! I ~ 
RENSTRA j ! I PEOOMAN, RENJA 

SKPO PROV I ~ I SKPO PROV 

: 1 151 : 

_o_,_, ... _s_A_RK_.-.,.~• --+l PEDOMAN i 
: I I 

PEOOMAN : ,• OIACU _.j 
+~ -

RI N'>TRA I PEOOMAN RCN •A 

RAPBD 
PROV 

I 
I 
♦ 

RAPBD 
K / K 

'il<PO I< K I ' ~1,.1'0 IU< .__ ___________________ J 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan perubahan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan 

berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, 

dan NTT; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
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4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

11) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1842); 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Tahun 2020-2024; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025; 

25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 -2031; 

26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

27) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 
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Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa; 

28) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan 

29) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang 

kedudukan,susunan organiasi, tugas dan fungsi Kecamatan di 

Kabupaten Sumbawa. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan perubahan Renstra perangkat daerah ini secara de yure 

memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) 

tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 

dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu 

sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
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Daerah, bahwa sistematika penyusunan perubahan renstra perangkat 

Daerah, sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN ROPANG 

KABUPATEN SUMBAWA 

2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa 

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kabupaten 

Sumbawa 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas & Fungsi Pelayanan PD 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDh dan WKDh Terpilih 

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan OPD Provinsi terkait 

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROPANG 

2 . 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kabupaten Sumbawa 

Kecamatan Ropang merupakan salah satu Perangkat Daerah di 

Kabupaten Sumbawa yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai 

unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik, Pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Ropang dipimpin oleh Camat yang 

berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan 

Ropang m empunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Togas pokok dan fungsi 

Kecamatan Ropang, Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 

80 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa 

LAM.PIRAN 
PERA'n.1l\N BUPATI SUMB:\flA 
NOMOR ao TAH1,..'N 1020 
11:.'<TAl<O 
KEDL'Ot'KA.lrl S\!SL"N». ORGA.\1SASI. n1GAS OAN FL"NGSI SEJl'TA TATA K£RJ.-\ 
KECAMAT.\N DI KABUPAn::N Sl:MIV,,WA 

B.\OAN Sl'SUM'f OROANISASI 
rEC:AMATA.'l DI l..-\BCP\fD,. SUMBA.iA 

st."Ba.\OIA.~ 
Kl:L'(CA."iM.>t. 

llUA.'ICM.X. D.U.: 
P<UPOWI 

S£1<RETARJS 
KECAMATAN 

5\:8 MOW. 
l,;M\."M DA.~ 

UPSO..\WAJA."I 

~-_r==:::;-;::===r:::===--=.-~===i==-=--=.,-~===i=-=-=--=,-~-=-='----. 
.........., SC.t.sl: ~t.lSI su..51 SD.SI 

P£Vt.ltlnAKAX ~'t Dol.'i PU:I.K0:«)IIW.!C D.l.~ 50S1AL UMA!Yo\ltAUTA., NtLAYA7OJI 
UTERTIB.\N PllfflA.'iOL 'AJil 

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, 

1. Camat 

(1) Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai 

berikut: 
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a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuru dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan sesuru dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang mengatur desa dan/ atau kelurahan; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 

yang ada di kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk: 

a. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah; dan 

b. melaksanakan tugas pembantuan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. 

2. Sekretariat Kecamatan 

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 

penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan 

kepegawaian. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi: 
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a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja 

kecarnatan; 

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; 

c . penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut: 

a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di 

bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum 

dan kepegawaian; 

b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, 

keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; 

c. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

perencanaan, pelaporan, keuangan, administrasi umum dan 

kepegawaian; dan 

d . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemerintahan; 

b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang 

pemerin tahan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemerintahan; dan 
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan; 

b. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan 

mempromosikan bahan kebijakan di bidang pemerintahan; 

c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan 

desa/ kelurahan; 

f. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala 

desa; 

g. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 

h. memfasilitasi penataan desa/kelurahan; 

1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 

J. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah 

Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan; 

1. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah 

negara dan tanah barang milik daerah Pemerintah Daerah di 

wilayah kerjanya; melaksanakan tugas pembantuan terhadap 

pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak atas 

tanah yang akan dipergunakan bagi pembangunan kepentingan 

umum, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi 

tanah hak milik sesuai peraturan perundang- undangan; 

m. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, 

proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, 

serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi 

kelurahan; 

n. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan 

inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah 

kerjanya; 
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o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB); 

p . membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan; 

q. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

r. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pemerintahan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala 

(4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 

b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(5) Rincian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai 

berikut: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; 

b. memverifikasi penyusunan bahan perumusan dan 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum; 

c. menyusun bahan penetapan dan pembinaan di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 
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d. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan 

mempromosikan bahan kebijakan di bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

e. mengoordinasikan, mempromosikan, memimpin dan mengevaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

f. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam; 

1. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan 

dan kenyamanan lingkungan; 

J . memelihara ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan 

tindak kriminal; 

k. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit 

masyarakat; 

1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

(1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

perekonomian dan pembangunan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala 

(4) Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; dan 
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(5) Rincian tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 

b . memverifikasi bahan penyusunan perencanaan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; 

c. memverifikasi bahan perumusan dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

d. menyusun bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan di bidang 

perekonomian dan pembangunan; 

e. mempromosikan program dan kegiatan di bidang perekonomian dan 

pembangunan; 

f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; 

g . melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), 

perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), 

pemberdayaan masyarakat; 

h. melaksanakan pembangunan fisik; 

i. melaksanakan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi 

terhadap masyarakat; 

J. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah 

perencanaan pembangunan desa/kelurahan; 

k. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; 

1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan 

(1) Seksi Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial 

dan kemasyarakatan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan 

fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang sosial dan kemasyarakatan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan adalah sebagai 

berikut: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Sosial Kemasyarakatan; 

b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

c. menyusun bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan 

fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial dan 

kemasyarakatan; 

e. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama 

dan antar umat beragama; 

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, 

kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita; 

g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial dan 

kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

keagamaan; 

h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan di 

bidang sosial dan kemasyarakatan; 

i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Sosial Kemasyarakatan; dan 

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

7. Kepala Seksi Pelayanan 

(1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan; 

b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan 

fasilitasi di bidang pelayanan; 

c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan; 

b. menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan; 

c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan; 

d. merencanakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis 

yang berkaitan dengan informasi; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan masyarakat desa/kelurahan; 

f. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang 

dibutuhkan masyarakat; 

g. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan di Kecamatan; 

h. melaksanakan administrasi penenmaan dan pemeriksaan 

kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta 

meneruskan ke Seksi yang membidangi (pelayanan satu pintu); 

1. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna 

layanan; 

j. menyiapkan dan menyebarkan berkas survei Indek Kepuasan 

Masyarakat serta mengolah data hasil survei; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang 

pelayanan; 

1. membantu kelancaran penerbitan perizinan tertentu oleh Camat; 

m. membantu Camat dalam menghitung dan menetapkan besaran 

retribusi atas sumber pendapatan daerah di kecamatan; 
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n. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan; 

o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pelayanan; dan 

p . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. 

(4) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ropang 

Kabupaten Sumbawa memiliki 24 ( dua puluh empat ) Kecamatan, salah 

satunya di Kecamatan Ropang yang terletak dibagian selatan pada posisi 8° 

51 menit 53.8 detik lintang selatan. 117° 28 menit 4. 4 detik bujur timur, serta 

memilki ketinggian 700-800 meter diatas permukaan laut dengan batas 

se bagai berikut : 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lantung 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Samudera Indonesia 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lenangguar 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labangka 

PETA WILAYAH KECAMATAN ROPANG 

... 

22 



Secara geografis Kecamatan Ropang terletak dibagian selatan Kabupaten 

Sumbawa dengan luas wilayah 444,48 Ha, Wilayah Kecamatan di bagi 5 

Desa, 15 Dusun 15 Rukun Warga dan 39 Rukun Tetangga. 

Ada pun jumlah Desa dan jumlah penduduk yang ada diwilayah Kecamatan 

Ropang adalah Sebagai berikut : 

Jumlah 
No. Desa 

Laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 Desa Ranan 281 303 584 

2 Desa Lebangkar 652 698 1350 

3 Desa Ropang 709 796 1505 

4 Desa Lawin 494 564 1058 

5 Desa Lebin 302 325 627 

Jumlah 2438 2686 5124 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa tahun 2019 

2.3 Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, 

sampai dengan Tahun 2021, berikut disajikan kondisi dan status 

kepegawaian pada tiap jabatan yang merupakan komponen utama pada 

aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa 

yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah, yaitu: 

a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian: 

Jumlah Tenaga 

No Jumlah PNS (Orang) Kontrak/Sukarela Jumlah (Orang) 

(Orang) 

1 13 3 16 

b. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan: 

S1/ D3-
No Jabatan/ Bagian S3 S2 SMA SMP SD Jumlah 

D4 D1 

1 Camat - - 1 - - - - 1 
2 Sekretaris - - 1 - - - - 1 

Kecamatan 

3 Seksi Pemerintahan - - 1 - - - - 1 
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S1/ D3-
No Jabatan/ Bagian S3 S2 SMA SMP SD Jumlah 

D4 Dl 

4 Seksi Ekonomi dan - - 1 - - - - 1 

Pembangunan 

5 Seksi Pelayanan - - 1 - - - - 1 

6 Seksi Sosmas - - 1 - - - - 1 

7 Seksi Trantib - - 1 - - - 1 

8 Sub Bagian Umum 

dan Kepegawain - - 1 - - - 1 

9 Sub Bagian 

Perencanaan, - - 1 - - - 1 

Keuangan dan 

Pelaporan 

10 Staf - - - 1 3 - - 4 

12 Honorer - - - - - 3 - 3 

13 Sukarela - - - - - - - 0 

Jumlah - - 9 1 3 3 0 16 

c. Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun: 

No 
Jabatan / 

2021 2022 
Bagian 

2023 2024 2025 2026 >2026 

1 Camat - - - - - - 1 

Sekretaris 
2 - - - - - - 1 

Kecamatan 

Seksi 
3 - - - - - - 1 

Pemerintahan 

Seksi Ekonomi 

4 dan - - - - - - 1 

Pembangunan 

5 Seksi Pelayanan - - - - - 1 

6 Seksi Sosmas - - - - - - 1 

7 Seksi Trantib - - - - - - 1 

Sub Bagian 

8 Umumdan - - - - - - 1 

Kepegawain 

Sub Bagian 

9 
Perencanaan, 

- - - - - - 1 
Keuangan dan 

Pelaporan 

24 



No 
Jabatan / 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 >2026 
Bagian 

10 Staf - - - - - 4 

11 Honorer - - - - - 3 

12 Sukarela - - - - - - -

Jumlah - 16 

2.4. Aset / Modal 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 

selaku Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran 

dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP / DBKP menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang 

dikelola atau berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut 

sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang pengadaan 

bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut 

disajikan data asset/modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 

berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut: 
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Provinsl : PROVINS! NUSA TENGGARA BARA T 

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Bidang : Sekretarlat Daerah 

Unit Organlsasi : Kecamatan Ropang 

Sub Unit Organlsasl : Kecamatan Ropang 

U P B : Kecamatan Ropang 

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.59.01.01 

Nomor 
No. Kode Rarang Regis- luas 

(M2} 
ter 

1 3 4 5 
1 Kampung 01.01.01.01.001 0002 110,00 

2 Tanah Bangunan Kantor 01.01.11.04.001 0002 8.765,00 

3 Tanah Lapangan 5epak Bola 01.01.13.01.005 0001 10.000,00 

4 Tanah Lapangan Pacuan Kuda 01.01.13.01.008 0001 15.000,00 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

REKAPITULASI KARTU INVENTARJS BARANG (KJB} A 
TANAH 

Tahun Status Tanah 
Pengad letak/ Sertifikat Penggunaan Alamat Hak aan Tanggal Nomor 

6 7 8 9 10 11 
2012 Desa Lebrl HakPakai Kantor 

2010 Desa Ropang Kee. Ropang Hakf'al(ai 11/12/2010 01/Ropang/2010 Kantor camat 

2014 lenagguar Hak Pal<ai 

2014 Lenangguar HakPakai 
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Asal Harga Keterangan 
usu! (rlbuan Rp) 

12 13 14 
Pembeian 2.200,00 Bangunan Kantor Desa 

Pembeian 71.829,00 Tanah Kantor camat Ropang 

Pembeian 270.000,00 Lap Bola Desa Lenagguar 

Pembeian 150.000,00 Tanah Lap Pa)uan Kuda Oesa Lenangguar 



u 
Provins! 

Kab./Kota 

Bidang 
Unit Organisasl 

Sub Unit Organlsasi 

UPB 

NO. KODE LOKASI 

Kode 
No. Barang 

1 2 

02.03.01.03 
1 .002 

02.03.01.05 
2 .001 

3 
02.03.01.05 

.001 

4 
02.03.01.05 

.001 

02.03.01.05 5 .001 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Sekretariat Daerah 
Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 
12.15.06.04.59.01.01 

Jenls 
Barang / Nomor 

Nama Register 
Barang 

3 4 

Pick Up 0001 

Sepeda Motor 0001 

Sepeda Motor 0002 

Sepeda Motor 0003 

Sepeda Motor 0004 

Merk/ 
Type 

5 

- I -

Honda / win 

Happy 

Supra X 125 

Honcla Mega 
Pro 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B 
PERALATAN DAN MESIN 

Tahu Nomor Ukuran 
I Bahan n 

cc Pem-
Pabrik Rangka Mesin Polisi belian 

6 7 B 9 10 11 12 

- - 2008 - - - -

100 besi 1994 

2009 

2010 

2010 
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Asal Harga Keterangan 
BPKB 

usul (ribuan Rp) 

13 14 15 16 

Pembelia kendaraan 
- 268.510,00 permotorpick 

n un 

Pembelia 
Ttdak tahu 

4.000,00 keberadaannya 
n / Desa Lebin \ 
Pembelia 

17.600,00 
Alat kantor desa 

n Ranan 
Alat kantor 

Pembelia 14.000,00 kantor 
n kecamatan 

RoMna 
Mutasl dari 
DPPK Ke Desa 
Lebangkar ( di 

Pembelia 
tarik oleh DPPK 

17.990,00 kemudian di 
n alihkan ke 

Sukardi Tayeb 
Dinas Sosial Th 
2014) 



lenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Merk/ Ukuran Asal 

No. 
Nomor I Bahan 

n Harga Keterangan 
Barang Nama Register Type cc Pem-

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB 
usul (rlbuan Rp) 

Barang belian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Dropping Bag 

Kendaraan Versha / 
Aset sesual SK 

02.03.01.05 Bermotor KC52E410327 521XDK102 EA 3143 Pembelia No.347 Th 2014 
6 .003 Beroda Dua 

0014 Gl15B1DFM/ BESI 2014 9MHIKC 199 AA 
17.506,40 2014 Tgl 26 Feb 

T 
n 

Lain-lain 2014 untuk 
Desa Lebin 

Kendaraan 
Dropping Bag 

02.03.01.05 Bermotor Pembelia 
Aset Sesual SK 

7 .003 Beroda Dua 
0015 Versha 2014 17.105,60 No Th 2014 

n untuk Desa 
Lain-lain Rooana 

Kendaraan 
Dropping Bag 

02.03.01.05 Bermotor Pembelia 
Aset sesual SK 

8 .003 Beroda Dua 
0016 Yamaha Vega 2014 13.1BO,OO No Th 2014 

n untuk Desa 
Lain-lain lebanakar 

Dropping Bag 

Kendaraan Kawasaki/ 
Aset sesual SK 

02.03.01.05 Bermotor LX150CEPD63 X150CDKP9 Pembelia No 347 Th 2014 
9 .003 Beroda Dua 

0017 Kawasaki SPM 2014 62MH4L 0401 n 
30.959,50 Tgl 31 Des 2014 

Lain-lain 
R2 untuk Ktr camat 

Rooana 
Dropping Bag 
Aset SK No 1290 

Kendaraan Th 2014 Tgl 31 

10 
02.03.01.05 Bermotor 

0018 Honda Versha 2008 
Pembelia 

15.357,25 
Des 2008 untuk 

.003 Beroda Dua n Desa Ropang 

Lain-lain kemudian 
diallhkan ke Ktr 
camat Rooana 
Dropping Bag 

Kendaraan Versha / 
Aset sesuai SK 

02.03.01.05 Bermotor KC52E410327 521XDK102 Pembelia No.347 Th 2014 
11 .003 Beroda Dua 

0019 Gl15B1DFM/ 2014 2MHIKC 196 
17.506,40 2014 Tgl 26 Feb 

T 
n 

Lain-lain 2014 untuk 
Desa Lawin 

12 
02.05.01.04 Leman 0009 Kayu 2011 

Pembelia 
l.672,30 

Alat kantor 

.005 Penvlmoanan 
- kec.Rooana n 

02.05.01.04 Lemari Pembelia 
Pengadaan 

13 .005 Penyimpanan 0010 Lokal 2014 n 1.997,40 lemari arslp 2 
ointu 

14 
02.06.01.04 Lemari Besi 0001 s/d - Besl 2016 

Pembelia 
6.200,00 

lemari Best 2 

.001 0002 n ointu 

15 
02.06.01.04 Filling 0006 brother besl 2008 

Pembelia 1.250,00 
Alat Kantor 

.004 Besl/Metal n camat Rooana 
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Jenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Nomor Merk/ Ukuran n Asal Harga 

No. I Bahan Keterangan 
Barang Nama Register Type cc Pem- Pabrlk Rangka Mesin Pollsi BPKB usul (ribuan Rp} 

Barana belian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ·14 15 16 

16 
02.06.01.04 FIiiing 0009 S/d Brother Besi 2009 Pembelia 3.162,60 Alat kantor 

.004 Besl/Metal 0010 n kec.Rnn~na 

17 02.06.01.04 Filling 0011 S/d Brother Besi 2011 
Pembelia 

4.743,90 
AJat kantor 

.004 Besl/Metal 0013 n kec.Rnn;ina 

18 
02.06.01.04 

Brand Kas 0002 Besi 2011 
Pembelia 

4.604,60 
AJat kantor 

.006 - kec.Rnn~na n 

02.06.01.04 Pembelia Alat rumah 
19 .013 Lemarl Makan 0001 - 2010 1.242,00 dinas kantor 

n kec.Rnn~= 

20 
02.06.01.04 

Lemarl kayu 
0002 s/d big panel kayu 2008 

Pembelia 
2.300,00 

Alat Kantor 
.014 0003 n camat Rooana 

21 
02.06.01.04 

Lemarl kayu 0006 Big Panel 2008 
Pembelia 800,00 Alat kantor 

.014 n kec.Ron;ina 

22 
02.06.01.05 Papan Vlsull 0006 s/d Lokal Kayu 2011 

Pembelia 
1.891,20 

Alat kantor 
.001 0007 n kec.Rooana 

23 02.06.01.05 Papan Visull 0008 s/d - Kayu/Kaca 2012 
Pembelia 

2.270,00 
AJat kantor 

.001 0009 n kec.Ro=na 

24 
02.06.01.05 Papan Nama 

0001 - 2017 
Pembelia 4.000,00 

Papan Nama 
.006 Instansi n Kantor 

25 
02.06.01.05 Mesin Absensi 0001 2013 

Pembelia 
4.477,00 

Mutasl dari 
.017 n SETDA 

26 
02.06.01.05 Genset 0001 Honda Besi 2009 Pembelia 9.142,50 Alat kantor 

.041 n kec.Roaana 
AJat kantor 

27 
02.06.01.05 

Genset 0002 Matan 2012 
Pembelia 

9.900,00 
kec.Ropang 

.041 n (Peralatan untuk 
E·KTP' 

02.06.01.05 Pembelia 
Genset Kantor 

28 .041 
Genset 0003 - Besi campuran 2018 19.750,00 carnat Ropang 

n + Honor 

29 
02.06.02.01 Rak Kayu 0001 Lokal Kayu 2011 

Pembelia 1.745,70 Alat kantor 
.002 n kec.Roaana 

30 
02.06.02.01 Kursi 0001 s/d Front Line Besi 2012 

Pembelia 
5.000,00 

AJat kantor 
.005 Besi/Metal 0002 n kec.Ro=nn 

02.06.02.01 Tempat Tidur Pembelia 
Alat rumah 

31 0002 Lokal Kayu/ Spring 2008 1.500,00 dlnas kantor 
.009 Kayu (lengkap) n 

Kec.Ro=nn 

32 
02.06.02.01 

Meja Rapat 
0014 s/d 

lokal Kayu 2008 
Pembelia 

1.500,00 
Alat kantor 

.010 0016 n kec.Roaana 

02.06.02.01 Pembelia 
Alat rumah 

33 .012 
Meja Makan 0002 - Kayu 2010 3.162,50 dlnas kantor 

n kec.Roaana 

34 
02.06.02.01 

Meja Reseption 0001 2012 
Pembelia 12.500,00 Alat kantor 

.017 - kec.Rooana n 

35 
02.06.02.01 Kursi Rapat 0001 s/d - 2018 

Pembella 
4.000,00 

.027 0010 n 
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lenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Nomor Meri</ Ukuran n Asal Harga No. I Bahan Keterangan Barang Nama Register Type cc Pem- Pabrik Rangka Mesin Pollsi BPKB usul (ribuan Rp} 

Barana belian 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

36 02.06.02.01 Kursi Tamu 0005 s/d - 2010 
Pembella 

4.427,60 
Alat kantor 

.028 0006 n kec.Rooana 

37 
02.06.02.01 

Kursl Tamu 0008 - 2013 Pembella 
2.530,00 

Alat kantor Kee. 
.028 n Ronana 

38 
02.06.02.01 

Kursi Tamu 0009 - Kayu/Spon 2016 
Pembella 

3.900,00 Kursl Sofa .028 n 

39 
02.06.02.01 

Kursl llpat 0001 s/ d Furtune 2012 Pembella 
1.332,00 

Alat kantor 
.034 0005 n kec.Rooana 

02.06.02.01 0001 s/d Pembella 
Alat rumah 

40 .039 Bantal 
0008 - 2011 400,00 dlnas n 

kec.RooanQ 

02.06.02.01 0001 s/d Pembella 
Alat rumah 

41 .040 Guling 
0004 

- 2011 300,00 dlnas kantor 
n kec.RooanQ 

42 02.06.02.01 
Tenda 0001 s/d - Besi 2012 

Pembella 
15.000,00 

Alat kantor 
.047 0002 n kec.Rnn.>na 

43 02.06.02.01 Meja Biro 0026 s/d Lokal Kayu 2008 Pembella 
4.800,00 

Alat kantor 
.048 0033 n kec.RooanQ 

02.06.02.01 Pembella Alat rurnah 
44 

.054 
Lemari Pakalan 0002 - 2012 2.213,80 dinas 

n kec.RnMna 

02.06.02.01 0003 s/d Pembella 
Alat rurnah 

45 Lemari Pakalan - 2012 11.069,00 dlnas kantor .054 0007 n kec.Rooana 

02.06.02.01 Pembella 
Pengadaan 

46 Lernarl Pakaian 0008 lokal 2014 2.162,20 lemarl pakalan 3 .054 n olntu 

47 02.06.02.01 
Kursi Plastik 0004 s/d Idola Plastlk 2008 

Pembelia 
2.310,00 

Alat kantor 
.061 0063 n kec.Rooang 

48 
02.06.02.01 

Kursi Plastik 0064 s/d - Plastik 2013 
Pembelia 

6.645,00 
Alat kantor 

.061 0213 n Kec.RooanQ 

02.06.02.01 Tempat Tldur 
Pembelia 

Alat rumah 
49 Busa 0001 American Sprn 2009 3.105,45 dinas kantor .064 (Sortnabad) n kec.RooanQ 

02.06.02.01 
Tempat Tldur 

0002 s/d Pembelia 
Alatrumah dlnas 

so Busa My Love 2011 1.050,00 kantor .064 (Sorinabad) 0004 n 
kec.RooanQ 

02.06.02.01 
Tempat Tldur 

0005 s/d Pembelia Alat rurnah 
51 Busa American 2012 9.487,50 dinas kantor .064 (SorlnQbad) 0009 n kec.RooanQ 

52 02.06.02.01 Kursi Kerja 0035 s/d Isabel 2008 
Pembelia 

3.300,00 
Alat kantor 

.066 0043 n kec.RooanQ 

53 
02.06.02.01 

Kursi Kerja 0050 2009 Pembelia 
253,00 .066 -

n 

54 02.06.02.01 Gardyn 0001 s/d - Kain 2010 
Pembelia 

8.449,00 
Alat kantor 

.067 0497 n kec.Rooana 
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Jenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Nomor Merk/ Ukuran n Asal Harga No. I Bahan Keterangan Barang Nama Register Type cc Pem- Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB usul (ribuan Rp} 

Barang belian 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

55 
02.06.02.01 

Gordyn 0498 s/d 
Kain 2010 Pembelia 

2.601,00 
Alat kantor 

.067 0650 
-

kec.Ropang n 

56 02.06.02.01 Dindlng/Sekat 0001 s/ d 
Besi 2012 Pembelia 8.750,00 Alat kantor 

.072 Besi 0025 -
kec.Ropang_ n 

02.06.02.01 Dinding/Sekat Pembelia 
Alat kantor 

57 
.072 Besl 

0026 - Besl 2012 1.500,00 kec.Ropang ( 
n 

Pintu beslj 

02.06.02.03 Mesln Potong Pembelia Kepertuan 
58 

.003 Rumput 0003 - I - Besi 2015 - - - - - 3.531,00 kantor camat 
n 

R~ 

02.06.02.03 Mesln Potong Pembelia 
Al.at Kantor 

59 .003 Rumput 0004 - 2017 2.500,00 Kecamatan n 
ROJ)il_ng_ 

02.06.02.03 Mesin Potong Pembelia Mesln Potong 
60 

.003 Rumput 0005 - Besi campuran 2018 2.500,00 Rumput Kantor 
n 

camatR~ 

02.06.02.04 Pembelia alat rumah dlnas 
61 

.001 Lemart Es 0002 Sharp Besi 2009 3.105,00 kantor kec. 
n ROJ)il_r,g 

02.06.02.04 Pembelia 
Kulkas 1 plntu 

62 .001 Lemar! Es 0003 Sharp / - Besi 2015 2.808,00 untuk rumah n Dinas carnat 
Alat Rumah 

63 02.06.02.05 Alat Dapur 0001 s/d 
Kramik 2011 Pembelia 

155,60 
dinas 

.005 Lainnya 0004 -
Kec.Ropang n 
((anqkir) 
Alat rumah 

64 02.06.02.05 Alat Dapur 0005 s/d 
Kramlk 2012 Pembelia 

155,60 
Dlnas Kantor 

.005 Lalnnya 0008 
-

Kec.Ropang n 
((angklr) 

02.06.02.05 Alat Dapur 0001 s/d Pembelia 
Alat Rumah 

65 
.007 Lalnnya 0003 - Kramlk 2011 1.164,30 Dinas Ropang 

n (Pirlng Makan) 
Alat rumah 

66 
02.06.02.05 Alat Dapur 0004 s/d Sango Kramik 2012 Pembelia 

1.164,30 
Dinas 

.007 Lainnya 0006 n Kec.Ropang 
(Piring Makan) 

67 02.06.02.05 Alat Dapur 
0001 Maspion Besl 2011 Pembelia 750,00 Rice Box .014 Lain-lain n 

02.06.02.05 Pembelia 
Keperluan 

68 
.015 Dispenser 0001 - I - Besi 2015 - - - - - 1.320,00 rumah dinas 

n carnat Ropang 

02.06.02.05 Pembelia Alat rumah 
69 

.019 Rak Piring 0002 - alumunium 2010 807,30 dinas kantor 
n kec.Ropang 
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Jenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Nomor Merk/ Ukuran 

No. I Bahan n Asal Harga 
Barang Nama Register Type Pem- usul (ribuan Rp) Keterangan cc Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Barang bellan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
02.06.02.05 Pembelia Alat rumah 

69 Rak Piring 0002 - alumunlum 2010 807,30 dlnas kantor .019 n 
kec.Ropang 

02.06.02.06 Pembelia Alat rumah 
70 Televisl 0001 Polytron Besl/Plastik 2009 4.781,70 dlnas kantor .003 n 

kec.Rooana 

71 
02.06.02.06 Televisl 0003 s/d Polytron Besl/P1astik 2013 Pembelia 

3.370,60 Alat kantor Kee. 
.003 0004 n Ropa11Q 

72 
02.06.02.06 Televisl 0005 s/d Polytron 2014 Pembelia 

5.055,90 Pengadaan 
.003 0007 n Televisi 14" 

73 02.06.02.06 Amplifier 0002 Fabuluos Besi 2010 Pembella 
5.000,00 Alat kantor 

.005 n kec.RooanQ 

74 
02.06.02.06 

Equalizer 0001 Astelo Besl 2010 Pembelia 
909,20 Alat kantor 

.006 n kec.Rooana 

75 
02.06.02.06 

Sound System 0001 s/d 
By Rhema 2010 Pembella 

1.185,60 Alat kantor 
.008 0002 n kec.Rooana 

Sound 
76 02.06.02.06 Sound System 0003 -I- plastik/besi 2015 Pembelia 

8.600,00 system( spaeake 
.008 n r aktif) + 

Honorarium 

77 02.06.02.06 Megaphone 0001 Ealsem 2012 Pembella 
350,00 Alat kantor 

.013 n kec.RooanQ 
78 02.06.02.06 Microphone 0001 - Besl 2010 Pembella 

691,70 Alat kantor 
.014 n kec.Rooana 

79 
02.06.02.06 Microphone 

0001 - Besi 2010 Pembella 
454,60 Alat kantor 

.015 Floor Stand n kec.Rooang 

02.06.02.06 Microphone Pembelia Belanja modal 
80 0001 - 2014 1.194,70 pengadaan mik .016 Table Stand n 

duduk 

81 
02.06.02.06 Unit Power 0001 s/d - Kabel 2010 Pembelia 

2.087,50 Alat kantor kec 
.018 Suoolv 0005 n Rooana 

02.06.02.06 Unit Power 0006 s/d Pembelia Alat kantor 
82 - Kabel 2010 559,00 kantor .018 Supply 0007 n 

kec.Rooana 

83 
02.06.02.06 

Tustel 0001 Canon / 
Plastlk/Besl 2016 Pembelia 

7.000,00 Camera Digital 
.023 Canon EOS n + Tas 

02.06.02.06 Pembelia Alat rumah 
84 Dispenser 0001 - Plastlk 2011 250,00 dinas kantor .039 n 

kec.Ropang 

85 
02.06.02.06 

Mimbar/ Podium 0001 Lokal Kayu 2009 Pembelia 
l.265,00 Alat kantor 

.040 n kec.RooanQ 

02.06.02.06 
Alat Rumah 

0525 s/d Pembelia Alat kantor 
87 Tangga Lain- - Alumunium 2010 825,00 kec. Ropang ( rel .050 

lain 
0599 n 

g0rdyn) 
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Jenis Tahu Nomor 
Barang / Nomor Merk/ Ukuran 

Kode I Bahan 
n Asal Harga 

No. Barang Nama Register Type Pem- usul (ribuan Rp) Keterangan 
cc Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB 

Barana belian 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 

02.06.02.06 
Alat Rumah 0525 s/d Pembelia Alat kantor 

87 Tanggalaln- - Alumunium 2010 825,00 kec.Ropang (rel 
.050 lain 

0599 n 
o0rdvn) 

02.06.02.06 
Alat Rumah Pembelia Alat kantor 

88 Tangga Lain- 0600 - Alumunlum 2010 11,00 kec.Ropang (rel 
.050 lain 

n nnrrlvn) 

89 
02.06.02.06 Reciever + 0001 . 2014 Pembelia 

1.500,00 Redver parabola 
.053 Attachment n diQital 

90 
02.06.03.02 P.C Unit/ 0004 Acer Besi/Plastlk 2012 

Pembelia 
10.000,00 

Alat kantor 
.001 Komnuter PC n kec.Rooano 

91 
02.06.03.02 lap Top 0001 Toshiba Besi/ P1astlk 2009 Pembelia 17.500,00 Alat kantor 

.002 n kec. Rt>O;lna 

92 
02.06.03.02 Lap Top 0002 SOny Besi/Plastik 2012 

Pembelia 
15.000,00 Alat kantor 

.002 n kec.Rnnann 

02.06.03.02 0003 
Acer / Acer ES Bes1 2016 

Pembelia Nila! Harga di 

93 .002 
Lap Top 473g n 

13.650,00 tambah dengan 
Honor PPHP. 
Alat Kantor 

94 
02.06.03.02 Lap Top 0004 Asus Core 17 2017 Pembefia 

15.750,00 Kecamatan 
.002 n Ropang + Honor 

PPHP 

95 
02.06.03.02 Note Book 0001 Toshiba 2014 Pembella 

8.876,10 
Pengadaan 

.003 n Notebook 

96 
02.06.03.04 Printer 0003 Samsung Besi/plastlk 2009 

Pembella 
1.250,00 Alat kantor 

.008 n kec.Rooano 

97 
02.06.03.04 Printer 0006 Epson 2014 

Pembella 
2.500,00 Pengadaan 

.008 n Printer 

98 
02.06.03.04 Printer 0007 Broadher Besi 2016 Pembefia 

3.500,00 
.008 n 

02.06.03.04 Pembella Alat Kantor 

99 Printer 0008 EPSON / L360 2017 3.000,00 kecamatan 
.008 n 

Ron;olV'I 

100 
02.06.03.05 Stabillzer/Stavo 0001 Mitsunaga Besi 2012 Pembella 

1.550,50 
Alat kantor 

.012 It n kec.RO"""" 
02.06.03.05 Stabillzer/Stavo 0002 

I nternaslonal . Bes1 2015 - . Pembella 
2.494,20 stabllizer/stavolt 

101 .012 It I· n 1000 watt 

102 
02.06.04.01 Meja Kerja 

0001 s/d Lokal Kayu 2009 
Pembelia 

2.036,60 Alat kantor kec. 
.010 0002 n Rooano 

02.06.04.03 
Kursi Kerja 0001 s/d Pembella Alat kantor 

103 Pejabat Eselon Usbinto Besi/Plastlk 2009 3.186,00 
.004 II 

0003 n kec.Ropang 

104 
02.07 .01.01 Proyektor+ 0002 Sony 2014 

Pembefia 
8.298,90 

Ruang 

.003 Attachment n Sekretariat 

105 
02.07.02.01 Sound System 0001 Tens 2008 

Pembelia 
2.986,88 

Alat kantor 
.008 n kec.Rooana 
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Jenis Tahu Nomor 
Kode Barang / Nomor Merk/ Ukuran n Asal Harga 

No. I Bahan Keterangan 
Barang Nama Register Type cc Pem- Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB usul (ribuan Rp) 

Barana belian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

106 
02.07.03.04 Unit Pemancar 0001 - 2014 Pembelia 

700,00 LMBF 
.001 UHF Portable n 

107 02.07.03.10 Antena 0002 Vinus/Matrik Besi/Alumunlu 2012 Pembelia 4.657,50 Alat kantor 
.001 SHF/ Parabola m n kev.Ropang 

Portable 

JUMLAH 825.865,68 
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• 
Provins! 

Kab./Kota 

Bidang 

Unit Organlsasi 

Sub Unit Organlsasl 

UPB 

NO. KODE LOKASI 

Jenls Barang / 
No. Nama Barang 

1 2 

1 Bangunan Gedung 
Kantor Permanen 

2 Bangunan Gedung 
Kantor Permanen 

3 Bangunan Tempal 
Pertemuan Lain-
lain 

4 Rurnah Negal'll 
Golongan Ill Lain-
lain 

5 Rurnah Negara 
Golongan III Lain-
lain 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Sekretarlat Daerah 

Kec.amatan Ropang 

Kec.amatan Ropang 

Kec.amatan Ropang 

12.15.06.04.59.01.01 

No mo r 

KodeBarang 
Regis· 

ter 

3 4 

03.11.01.01.00 0005 
1 

03.11.01.01.00 0007 
1 

03.11.01.09.00 0001 
7 

03.11.02.03.01 0001 
6 

03.11.02.03.01 0002 
6 

Kondlsl 
bangunan 
(B,KB,RB) 

s 
Balk 

Balk 

Baik 

Kul'llng Baik 

Kurang Baik 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C 
GEDUNG DAN BANGUNAN 

Konstruksl Bangunan Dokumen Gedung 

Luas 
Letak/Lokasl Luas Status Lantal 

(M2) Alamat (M2) Tanah 
Beltlngkat Beton/ Tanggal No 

/ Tldak Tldak mor 

6 7 8 9 10 11 12 13 

Tldak Tldak 99 Kantor desa Lebin 31/ 12/2012 110 Tanah 
Millk 
Pemda 

Tldak Belon 150 Kantor carnal Ropang 31/ 12/2012 Tanah 
Mlllk 
Pemda 

Tldak Tldak 31/ 12/2018 

Kantor carnal Ropang 31/12/2012 

Kantor carnal Ropang 31/12/2012 

34 

Nomor 
Asal Harga Keteranga Kode 

Tanah 
usul (rlbuan Rp) n 

14 15 16 17 

01.01.01.01 Pembelian 61.104,00 Kantor desa 
.001. Lebin 
0002 

Pembelian 611.054,92 Bangunan 
kanlor 
carnal 
Rooano 

Pembelian 9.800,00 Baruga 
tempal 
pertemuan 
Kantor 
Carnal 
Rooana 

Pcmbelian 29.900,00 

Pembelian 265.791,10 Pembangun 
an rurnah 
dlnas kantor 



camat 
Ropang 

Nomor KonstrukslBangunan Ookumen Kondisi Luas Gedung Nomor Jenis Barang / No Luas Status Harga Keteranga No. Bangunan Lantai Letak/Lokasi Alamat Kode Asal Usul Nama Barang Reglst (B/KB/RB) Bertlngkat/ Beton/ (M2) mor (M2) Tanah 
Tanah (ribuan Rp) n Kode Barang 

er Tldak Tldak Tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
6 Teralls dan 03.11.04.01.00 0004 Kurang Baik Beton 40 Kantor desa Lebln 31/ 12/2012 Tanah Pembelian 347,00 Pagar Pengaman 7 Millk kellling Ruangan lainnya Pemda kantor desa 

Lebin 
lumlah Harga 977.997,02 
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• 
Provinsi 

Kab./Kota 

Bidang 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

UPB 

NO. KODE LOKASI 

Jenls Barang / 
No. Nama Barang 

1 2 

1 I nstlllasf Air Bersih 
Lain-lain 

2 I nstalasl Air Bersih 
Lain-lam 

3 I nstalasl 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Sekretariat Daerah 

Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 

12.15.06.04.59.01.01 

Nomor 

Konstr 
uksi 

Kode Barang 
Regis-

ter 

3 4 5 

04.15.01.05.00 0001 
5 

04.15.01.05.00 0002 
5 

04.15.07.01.00 0001 
4 

Panja 
ng 

(Km) 

6 

Lebar 
(M) 

7 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

KARTUINVENTARISBARANG(KIB)D 
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

Dokumen 

Luas Letak/Lokasi Status 
(M2) Alamat Tanah 

Nom 
Tanggal or 

8 g 10 11 12 

Kantor camat 31/ 12/2012 
Rooana 
Kantor camat 31/ 12/ 2012 
Rooana 
Kantor camat 31/ 12/ 2012 
Ropang 

Jumlah 

36 

Nomor Asal 
Harga 

Kode (rlbuan Kondisl Keterangan 
usul (B, KB, RB) 

Tanah Rp) 

13 14 15 16 17 
Pembelia 7.017,60 Kurang Baik 
n 
Pembelia 9.983,60 Baik 
n 
Pembelia 16.000,00 Kurang Baik Instalasl Listrlk 
n 

33.001,20 



_, 
Provlnsi 

Kab./Kota 

Bidang 

Unit Organlsasl 

Sub Unit Organlsasi 

UPB 

NO. KODE LOKASI 

Jenis Barang / 
No. Nama Barang 

1 2 

1 Buku Umum lain-
lain 

2 Alat Musik 
Nastonal/Daerah 

3 Alat Musik 
Nastonal/Daerah 

" Alat Muslk 
Nasional/Daerah 

5 Alat Musik 
Nasional/Daerah 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Sekretariat Daerah 

Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 

Kecamatan Ropang 

12.15.06.04.59.01.01 

Nomor 
Buku / Perpustakaan 

Kode Barang Register 

3 4 5 6 

05.17.01.01.010 0001 Buku Perundang-
undanoan 

05.18.01.03.002 0001 

05.18.01.03.002 0002 s/d 0003 - -

05.18.01.03.002 0004 - -

05.18.01.03.002 0005 - -

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E 
ASET TETAP LAINNYA 

Barang Bercorak Hewan/Ternak 
Kesenlan / Kebudayaan dan Tumbuhan 

Asal 
Penclpta Bahan Jenis Ukuran Daerah 

7 8 9 10 11 
- - -

-

-

Jumlah 

37 

Jumlah 

12 
1 

1 

2 

1 

1 

Tahun Harga Asal Cetak 
usul / Pem- (ribuan Keterangan 

bellan Rp) 

13 14 15 16 
Pembellan 2007 160,00 

Pembellan 2015 3.500,00 Gong 

Pembelian 2015 2.000,00 Genang 

Pembelian 2015 3.500,00 Rabanal<askla 

Pembellan 2015 1.000,00 Rabana Kebo 

10.160,00 



2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ropang Tahun 2016-2020 

Pada sub bagian ini, akan di sajikan dan di deskripsikan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan 

Ropang Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2020 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24. 

Taqet 
No. Indikator Kinerja aeauai Tuai PD 

NSPK 

(1) (2) (3) 

1 Persentase pelayanan 

administrasi perkantoran yang 

optimal 

2 Persentase sarana dan 

prasarana aparatur yang 

memadai 

3 Persen tase ketersedian 

dokumen laporan capaian 

kinerja dan keuangan 

4 Persentase dokumen rencana 

kerja SKPD 

Tabel T-C.23. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ropang 

Tahun 2016 - 2020 

Tar&et 
Target 

Taqet Renatra PD Tahun ke- Reallaaai Capaian Tahun ke-
Indikator 

IKK 
Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) (12) (13) (14) (15) 

✓ 100 100 100 100 100 95 9 7,5 99,7 99,7 100 

✓ 100 100 100 100 100 97 98 99,5 99,5 100 

✓ 100 100 100 100 100 99 99,5 99,5 95 100 
0 

✓ 100 100 100 100 100 92 97 99 94,5 100 
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Raaio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 

(16) (17) (18) (19) (20) 

0 ,95 0,97 0 ,99 0,99 1,00 
5 7 7 

0,97 0 ,98 0 ,99 0 ,99 1,00 
5 5 

0,99 0 ,99 0 ,99 0,95 1,00 
5 5 

0 ,92 0,97 0 ,99 0 ,94 1,00 
5 



Tar&et Tar,et 
Tar1et 

Tar&et Renstra PD Tahun ke- Realisasl Capaian Tahun ke-
No. Indlkator Kinerja aesuai Tuai PD Indlkator 

Raslo Capalan pada Tahun ke-

NSPK IKK 
Lalnnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

5 Persentase peningkatan ✓ 100 100 100 100 100 96 96 98 98,5 94 0,95 0 ,96 0,98 0 ,98 0 ,94 
5 5 

kualitas pelayanan 

kesejahteraan social 

6 Persentase penyelenggaraan ✓ 100 100 100 JOO 100 99 97 99,7 95 99,5 0,98 0,97 0 ,99 0,95 0,99 
5 7 5 

pemerintahan umum 

7 Persen tase penyelenggaraan ✓ 100 100 100 100 100 100 97 100 92 95 0 ,99 0,97 1,00 0 ,92 0,95 
5 

pembangunan Kecamatan 

Berdasarkan Tabel T-C.23 diketahui bahwa pada tahun-tahun tertentu terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai 

sehingga menimbulkan adanya kesenjangan/gap terhadap kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ropang, 

sebagai berikut: 

a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IS-3), merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan 

rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 mengalami peningkatan nilai rasio menjadi 1 ( satu ) pada 

tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian 

sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada kecamatan Ropang yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah (IP-4), merupakan indikator yang pada tahun awal periode 

Renstra 2016-2020 menunjukan rasio yang cukup baik, dan menunjukkan adanya peningkatan nilai rasio sampai dengan akhir 

periode, yaitu dari nilai rasio 1 (satu) pada tahun 2020. 
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Uraian 
No. 

(Kewenangan PD) 
1 

(1) (2) (3) 

1 Persentase pelayanan 55.888. 
500 

administrasi perkantoran 

yang optimal 

2 Persentase sarana dan 35.895. 

prasarana aparatur yang 
600 

memadai 

3 Persentase ketersedian 4.567.0 

dokumen laporan capaian 
00 

kinerja dan keuangan 

4 Persentase dokumen 12.697. 

rencana kerja SKPD 
808 

5 Persentase peningkatan 11.178. 

kualitas pelayanan 
500 

kesejahter aan sosial 

6 Persentase 135.53 

penyelenggaraan 
2.100 

pemerintahan umum 

Ta bel T-C.24. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Ropang 

Tahun 2016 - 202 1 

Anggaran pada Tahun ke- Reallsasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Reallsasi dan Anggaran 

Tahun ke-

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

874.56 70.733. 79.575. 89.522. 53.094. 61.302. 70.521. 79.336. 89.522. 0,95 0,975 0,997 0,997 1 
3 883 618 570 075 698 681 891 570 

40.382. 45.430. 51.109. 57.497. 39.574. 45.203. 50.853. 57.497. 0,97 0,98 0,995 0,995 1 
550 369 165 810 34.818. 899 217 619 8 10 

732 

5.137.8 5.780.1 6.502.6 7.315.4 4.521.3 5.112.1 5.751.2 6.177.4 7.315.4 0,99 0,995 0,995 0,95 1 
75 09 23 51 30 86 09 92 51 

14.285. 16.070. 18.079. 20.339. 11.681. 13.856. 15.909. 17.085. 20.339. 0,92 0,97 0,99 0,945 1 
034 663 496 433 983 483 957 124 433 

12.575. 14.147. 15.916. 17.905. 10.675. 12.072. 13.864. 15.677. 16.831. 0,955 0,96 0,98 0,985 0,94 
813 789 263 796 468 780 833 519 448 

152.47 171.53 192.97 217.09 133.49 147.89 171.01 183.32 216.01 0,985 0,97 0,997 0,95 0,995 
3.613 2.814 4.416 6.218 9. 119 9.404 8.216 5.695 0.737 
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Rata-rata 

Pertumbuhan 

Angg Reali 

aran sasi 

(18) (19) 

9.82 11.22 

9.50 10.61 

9.19 9.00 

8.88 11.73 

9.82 12.58 

9.50 10.18 



No. 

(I) 

7 

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata 
Anggaran pada Tahun ke- Realiaasi Anggaran pada Tahun ke-

Tahun ke- Pertumbuhan Uraian 

(Kewenangan PD) Angg Reali 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

aran sasi 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (1 7) (18) (19) 

Persentase 2 1.135. 23.777. 26.749. 30.092. 33.854. 21.029. 23.063. 26.749. 27.685. 32. 161. 0,995 0,97 1 0,92 0 ,95 10.15 8.26 
173 070 203 854 460 497 758 203 425 737 

penyelenggaraan 

pembangunan Kecamatan 

Selanjutnya berdasarkan Tabel T-C.24, diketahui terdapat tahun-tahun tertentu dalam periode Renstra 2016-2020 jumlah 

anggaran suatu kegiatan/program tidak terealisasi sesuai rencana/alokasi dalam APBD murni yang merupakan kesenjangan/gap 

terhadap alokasi anggaran pada Kecamatan Ropang. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Ropang ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. selanjutnya dengan 

melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi dapat disajikan analisis terhadap rasio terse but, yaitu: 

a. Terhadap pencapaian target indicator Persentase Penyelesaian Administrasi Terhadap pencapaian target indicator Capaian lndeks 

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 

terdapat rasio sebesar 0.95 (nol koma sembilan satu) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 1 (satu ). 

b. Berdasarkan uraian di atas,. Berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Kecamatan Ropang, 

misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mekanisme 

kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM) . 
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2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 

Ropang 

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ropang selama 

5 ( lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam 

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan 

Kecamatan Ropang 5 ( lima) tahun ke depan diantaranya: 

1. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information 

technology) 

2 . Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kecamatan dalam rangka 

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

tugas-tugas umum pemerintahan desa 

3 . Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-

undangan. 

4. Keterbatasan sumberdaya manusia/Personil terkait dengan peningkatan 

pelayanan publik ; 

5. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak 

maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengarui 

kelancaran proses pelayanan; 

6. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik 

belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan 

Ropang serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang 

memadai. 

7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut 

peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan 

masyarakat dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

8 . Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan 

penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas 

kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19. 
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BAB. III 

ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi 

Pelayanan Kecamatan Ropang. 

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan 

atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ropang 

kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan 

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ropang dalam 

menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut: 

a. Bidang Sekretariat 

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ropang kurang 

maksimal di karenakan keterbatasan alokasi anggaran; 

2 . Kurangnya Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara 

Kantor Camat Ropang, sehingga semua tenaga merangkap tugas 

lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu 

adanya tambahan personil; 

b. Bidang Pemerintahan 

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum dan 

pengelolaan data pemerintahan desa; 

2. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan 

pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintahan; 

3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali 

berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan 

Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat 

Waktu. 

c . Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat sehingga lambat aparatur Desa dalam 

menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. 
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2. Pembangunan lnfrastruktur di Kecamatan Ropang sudah cukup baik, 

namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk 

peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang 

sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai 

program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah 

Kecamatan Ropang terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena 

struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan 

curah hujan yang tinggi sehingga lokasi tertentu sering tergenang air 

karena drainase yang dibuat tidak baik sehingga usia teknis menjadi 

pendek. 

3. Jaringan komunikasi yang tidak mendukung sehingga komunikasi 

dan pengiriman informasi menggunakan telepon dan internet 

terhambat. 

4. Pengelolaan tambang oleh beberapa perusahaan multi nasional yang 

belum memberikan dampak pembangunan di Kecamatan Ropang 

sebagai daerah tambang. 

5. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Ropang masih 

menggantungkan mata pencaharian di tambang rakyat yang 

merupakan lokasi Blok Rinti yang ijin pengelolaan dari Pemerintah 

diberikan kepada PT. AMNT sehingga akan menimbulkan konflik 

pada saat PT. AMNT akan melakukan ekploitasi emas dilokasi 

tersebut. 

6. Adanya limbah basil penyulingan emas yang dilakukan oleh 

masyarakat secara tradisional yang tidak memperdulikan faktor 

keselamatan yang dapat membahaya manusia dan lingkungannya 

d. Bidang Pelayanan Publik. 

1. Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara 

standard maksimal 

2. Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih 

terhabatnya pelayanan publik di kecamatan Ropang. 

e. Bidang Keamanan clan kenyamanan lingkungan 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ; 

2. Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Ropang 

3. Kurangnya personil Linmas di masing-masing Desa dan Linmas yang 

ada belum berjalan secara maksimal; 
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4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan 

Ropang 

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun 

ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Ropang 

an tara lain: 

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat 

struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja 

dan pelayanan yang nyaman dan kondusif; 

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Ropang 

dengan Forkopimcam, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit 

Pelayanan Terpadu, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh 

Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan 

kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan 

lingkungan melalui rapat koordinasi; 

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses 

perencanaan pembangunan; 

4. Penerapan Otonomi Daerah mengkuti perkembangan teknologi dan 

informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good 

Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan 

memberikan kesempatan bagi Kecamatan Ropang dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan; 

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui 

peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap 

pegawai; 

6 . Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra pemerintah 

dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka 

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui 

koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih 

1. Visi 

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. 

Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau 
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harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun 

sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu 

kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan 

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang 

menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan 

yang ingin dicapai. Visi adalah suatu komitmen dan upaya 

merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. 

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021 -2026 

akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD 

periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati 

dan Wakil Bupati terpilih, dan sejalan dengan arah kebijakan 

pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021-2026, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta RPJM Nasional 

Tahun 2020-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa 

kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-

2026 adalah : 

"TERWUJUDNYA SUMBAWAGEMILANG YANG 

BERKEADABAN" 

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 

2021-2026 yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang 

menjiwai seluruh rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

SUMBAWA GEMILANG: 

mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing 

kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional 

maupun intemasional. 

BERKEADABAN : 

Pernyataan berkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa 

yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan 

sehari-hari {Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Taket 

Ko Nene, Kangila Boat Lenge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan 
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yang "Senap Semu" (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi 

kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang 

diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah 

Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam 

menjalankan perintah agama), "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan 

sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan 

kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan 

kehidupannya sebagai warga negara), "Nyaman Nyawe" 

(kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat 

yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa 

ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan 

papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya 

masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud masyarakat yang 

maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan. 

2. Misi 

Misi merupakan breakdown atau penjabaran dari visi dan disusun 

dalam rangka mengimplementasikan dengan tepat langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. 

Rumusan misi mengandung pengertian penggambaran yang ingin 

dicapai dan menjelaskan serta menguraikan Visi sebagai kerangka 

bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk 

pencapaian Visi tersebut dengan tepat. 

Adapun Rumusan Misi untuk mewujudkan Visi "Terwujudnya 

Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban", telah ditetapkan 5 Misi 

Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah 

sebagai berikut: 

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah 

yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan. 

MISI 2: SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI 

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah 

sektor agribisnis, industri dan pariwisata. 

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI 
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Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat 

dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan 

efi.sien 

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA 

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya 

ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan 

hukum yang berkeadilan. 

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN 

Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta 

meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim 

melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

3 .3. Telaaban Renstra K/L clan Renstra Propinsi 

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Kabupaten Sumbawa menjadi pertimbangan bagi Kecamatan 

Ropang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja 

Kecamatan Ropang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun 

kedepan. 

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong 

dari pelayanan Kecamatan Ropang yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Kecamatan Ropang antara lain: 

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 

19 menyebabkan terhambatnya pembanguanan sarana dan prasarana 

fi.sik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi 

standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi; 

2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Ropang, sehingga banyak 

tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil. 

3. Gedung kantor yang tidak kompetitif, Rumah Dinas dan Mess ASN yang 

sudah mengalami rusak ringan serta kendaraan dinas yang sudah 

berusia 12 tahun yang tiap tahunnya mengalami perawatan seadanya. 

4. Tunjangan berupa Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negera 

yang tidak sesuai dengan lokasi bertugas. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah clan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis pada RPJMD 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang 

yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu 

pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 

ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-

2031. 

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat 

umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih 

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata 

ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah 

Kecamatan Ropang harus mempedomani peruntukan ruang menurut 

RTRW. 

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis. 

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah Kaecamatan Ropang dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Daerah di tinjau dari 

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ropang 

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ropang kurang 

maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada 

penanganan covid 19 ; 

b. Kurangnya personil di Kantor Camat Ropang, sehingga semua 

tenaga merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil 

c. Jaringan telekomunikasi untuk komunikasi dan intenet yang tidak 

memadai sehingga menghambat proses pelayanan 

d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun 

media sosial dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif 

terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban 

dan keamanan masyarakat. 

e . Tehambatmya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana 

dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon 

Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah 

pemberdayaan masyarakat di Desa. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan 

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

hasil( outcome) program Perangkat Daerah. 

Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur 

tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah 

daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat 

daerah tersebut, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa berfocus terhadap 

indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesuaian 

dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ropang 

Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan 

kualitas layanan public melalui gerakan atau program reformasi birokrasi 

pada 8 (delapan) area perubahan. Tujuan, sasaran beserta indikator yang 

disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa 

Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi 

terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, 

sebagai berikut: 

No. 

1 

Tabel-TC 25 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Kecamatan Ropang 

Tujuan lndikator 
Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada 

Sasaran PD Tahun Ke 
PD Sasaran PD 

1 2 3 4 5 
Meningkatkan Nilai Nilai RB (IS- 12) 5 1,32 51 ,91 52,5 55 57,5 
Reforrnasi Birokrasi dengan 
Peningkatan koordinasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan 
publik dan pemberdayaan 
ma svarakat desa 
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No. Tujuan Sasaran PD Indikator 
Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada 

PD Sasaran PD 
Tahun Ke 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya Kategori B B BB BB BB 
Kategori Predikat Hasil 
Predikat Hasil Penilaian AKJP 
Penilaian AKIP Kecamatan 
Kecamatan Ropang 
Ropang 

Meningkatnya Nilai Survei 76,61 76,66 77 
Kualitas Kepuasan 
Pelayanan Masyarakat 
Publik 

Meningkatnya Persentase 100 100 
Koordinasi Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Penyelenggaraa 
Pemerintahan n Pemerintahan 
Pelayanan Pelayanan 
Publik dan Publik dan 
Pemberdayaan Pemberdayaan 
Masyarakat Masyarakat 
Desa Desayang 

dilaksanakan 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan 

Ropang Kabupaten Sumbawa berlandaskan pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, 

dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 

adalah "TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN" 

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kecamatan adalah Misi ke 3 (Tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026: Sumbawa Bersih 

dan Melayani dengan Tujuan Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan 

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 
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BABV 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN ROPANG 

KABUPATEN SUMBAWA 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program­

program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai 

suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ropang Kabupaten 

Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan 

penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada 

ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras 

dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut: 
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Tabel T-C. 26 
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Ropang 

Kabupaten Sumbawa 

Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban 
Misi : Sumbawa Bersih dan Melayani 

Tujuan Sasaran Stratesd Arab Kebiiakan 
1. Meningkatnya 1. Peningkatan Kualitas 1. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 

kategori predikat Penyelenggaraan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 
hasil penilaian AKIP Penunjang Urusan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Kecamatan Ropang Pemerintah Daerah 2. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 

Kewenangan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan 
Kecamatan Ropang 

3. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Kecamatan Ropang 

4. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi Kepegawaian 
Kecamatan Ropang 

5. Melaksanakan proses dan/ a tau menyelesaikan 
dokumen Administrasi Umum ( IT )Kecamatan 
Ropang 

6. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada 
Kec.Ropang 

7. Melaksanakan proses dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Ropang 

8 . Melaksanakan proses dan/ a tau menyelesaikan 
dokumen Pemeliharaan BMD Penuniang 
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Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban 
Misi : Sumbawa Bersih dan Melavani 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan 
Ropang 

Meningkatkan Nilai 2. Meningkatnya 2 . Peningkatan Kualitas 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
Reformasi Birokrasi Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan 
dengan Peningkatan Publik Pemerintahan dan 10. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
koordinasi Pelayanan Publik di tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada 
penyelenggaraan Kecamatan di Kecamatan 
pemerintahan, 11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan 
pelayanan publik dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan 
pemberdayaan Ropang 
masyarakat desa 12. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat 
3. Peningkatan Kualitas 13. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan 

Pemberdayaan Desa 
Masyarakat Desa 14. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasvarakatan Tingkat Kecamatan 
4. Peningkatan Kualitas 1s. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
Ketertiban Umum 16. MengKoordinasikan Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah 

5. Peningkatan Kualitas 17. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 
Urusan Pemerintahan Daerah 
Umum 
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Visi 
Misi 

Tujuan 

: Mewujudkan Sumbawa Gemilang~ang Berkeadaban 
: Sumbawa Bersih dan Melayani 

Sasaran I Strategi 
6. Peningkatan 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 
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Arah Kebijakan 
18. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa 
19. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 
20. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 
21. Memasilitasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Perundang-U ndangan 
22. Memfasilitasi Pelaksanaan Togas Kepala Desa 

dan Perangkat Desa 
23. Merekomendasikan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 
24. Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 
Desa 

2s. Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

26. Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

21. Memfasilitasi Pelaksanaan Togas, Fungsi, dan 
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 

28. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

29. Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja 
Sama Desa dengan Pihak Ketiga 

30. Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan 
Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan 
dan Penegasan Batas Desa 



Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban 
Misi : Sumbawa Bersih dan Melayani 

Tuiuan Sasaran Strategi Arab Kebijakan 
31. Memfasilitasi Penyusunan Program dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
32. Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di 

Wilayahnya 
33. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di Wilavah Kecamatan 

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang di tetapkan oleh Kecamatan Ropang 

selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021-2026, yaitu: 

a . Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan 

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
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BABVI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN 

ROPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan 

Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan 

Kecamatan Ropang pada khususnya telah melakukan penyesuaian 

sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam 

regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem lnformasi pemerintahan Daerah. 

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan 

Ropang merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah 

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki 

sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu 

program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang 

merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (suboutput) dalam rangka 

mencapai keluaran (output) suatu kegiatan. Adapun rencana program, 

kegiatan/ sub k egiatan pada Kecamatan Ropang Ka bu paten Sumbawa 

periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 (Terlampir). 
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Kodo Tufuan PD S.sa,an PD Proeram K•iatan SubK .. latan 

Ill (2) (]) (4) IS 
1 Mtn<lnak-atkan Nnal ltformatl 8M'olc.ml dMtc•n P~tM kooAUnaM penyet,tnuarun 
~. ,-a,,yan.,, ,vbffkdMt pemberct.yaanmasya,abt ct.. 

1,1 M1nlnp:1tny1 Kat11ori PrtcMklt Ha"1 '-nllalan AICIP Kec.amatan Ropan1 

LU PROGRAM l'tNUNJANG URUSAN PEMEIUNTAHAN DAE.RAH 

1.1.1.1 .......... ..,, Pq•naaran, •n £'Blutil 
lin-,. PlfaflPat DNnih 

II 111 PenyusuNn Doi.umen Perenunaan 
~ntklt Oaetah 

1111.2 Kootdlna-sl dan P'enyuwNn Dokumen 
RICA-SKPO 

1.1.11.3 KocwdinasJ d>n Pf:n-;"U!unan 
Ook1,1ffliffl Perubehan RICA SKPO 

1111' Koordln,s\ dtn Ptnyusun1n DPA-SKPD 

111.1.5 Koon:ln,H1 dan Peny11Sunan Perubthtn 
OPA SKPO 

1111 6 ICoordfnasl din Penyusunan llpo,an 
Capaian IClner,a dan l~hlluir Re~s/ 
KlnerjaSKPO 

ll11.7 Evaluasl Klne:rt, Pffln&Ut Dffnh 

u .u Admlnhtnsl ~•n 'wanlk•t DNrah 

1.1121 Penyedaan G1fl din Tunjenpn ASN 

1.112.2 P~1nAdminlst~P$Ul1"1Hn 
Tut:nASN 

1112 J Pelaksana1n Pen,tausahlan din 
Pquf,an/VerlfiUiJ Kf:uarcan SKPO 

11.1.2.4 Koordinasi den PtllkHnHn Akunuinsl 
SKPO 

1112.S Koordlf\lM din Penyusunan LIPC>f"an 
Keuancan Akhir T1hun SKP0 

1k Tufuan (•), Sharan (x,c), Proa:ram 

Tabel T-C.27 
Rencana Program, Keglaon dan Pendan,an Peranakat Oaerah 

Pemerlntah Keamatan Ropa"II 

Dato 

Capala Tahun-1 

(ux), KoClat•n ('°"'•) & Sub Koelaton Sasaran Klnefja FOf'ft'tUIISI Satu.n 
n pod> 
Tahun , ..... , 
Awai ...... Rp -(6) (7) (I) 

NKal lltl (IS-12) Menlf'llbtnyt ICu.Um RB 21,7 21,7 :Z.KJ.11.9.710 

htecort Predlbt Hasll Ptnftlilan AKIP Klttsot' Pl't'dfbt HatN Pentlalan Kll'lori I I Uts.230.HO 
Kecamatan Ropenc AKlPhcAmitanllDpMSTahunn •l 

Nflal Al.JP Kec.M\ltan lltopaf\l Menl,,....,..,.nlltlAIOP NIW AIUP K.lcafnatan Ropana: NDol 60,0, 60,5 J .M S.2.llU'O 
ic.c.m.ttn ROJ>Ma Tahun n-1 

Jumt.tt Dokumen Ptranc..naan, Ttrtedt1ny1 Ookumett Jumt.h DokurMn IUb~ ya,. """·- 10 10 "'--070 
Penaanaaran. d~ Evatunl ,.,,""nean, Ptn1anaar1n, dllaksanabn tahun n 
KJner,- Pt,.,,_k.11 Dnrah NII fvtluui 

Jumlah "°""""" Pt,.ntanNn Tmu,;unnya DOl:umen Jum«.h Dokl.tf'Mn Perencal\Un PO Dolum<!n 2 2 S.361 500 
Ptt1ntlttt DHrah Pertnc.1nNn Perarck.lt Dffrah v•na d11usun tahun n 

Jumlah Ool&wnen RICA·SKPO din llpor,n Tersedlanya Ookumen IUCA-SKPD Jum&ah Dot.umen MCA dan tlponn Dolumen I 1 12.319.510 
Hasll Koordlf\lsJ '1!nywunan Dokurnen dan Llpcnn Had koordln.tSI Hasll ICOOfdinMI Penyusunan 
RU-SKPO PenyusuMn Ookumen RICA· Ookumen RKA-SXPD varc disusun ,,._ , .. ...., 
Jumlfh Dokurnen Ptn.behan 111<.A•SICPD Ttn,Hi,anya OokutMn PtrubaMn Jum'ah Dokumen Perubahan AKA Dolumen 1 1 1499 SCIO 
cbn Llponn Hlsl Kocwdln11~ Penyusunan kKA SKPD din laporan Has,I din l•poran HIStl Koo<dint)l 
Dokumen ,.,ub.lhln A.ICA-SKPO koo«llnul Penyusun•n Dolr.i.men Penyu1un,n Dolumen Pttubahln 

PtNblMn RAA·SKPO RKArSKPD Y."W dtsl.dun tllhun n 
JwnJ.h Dolll,ll'Mn OPA Sl(p() dan ltporan Ttr'Hfhnya Dotumen DPA·SKPO Jumllh Ooku~ DPA din llporan Cctum<!n I 1 1759500 
HaJM Koo,dinnl Ptnyusuntn Doltum.n dfn Upot1n Hutl Koordinasl Penyusunen 
OPA·SKPO H,su ICoordinasl Penyusunain Doku~n DPA-SICPD Y."W dbUJun 

Ookumen OPA· s«PO tlhun n 
JLM"nllh Cott.men Perubahan OPA-S.:PD Tersedlany1 Dokutnen Perublhtn Jumtah Ootumen Pffl,blhtn DPA Dol .... , I 1 1554 500 
dan llpcnn HIii Koordlnul Penyusl.W'lln DPA SKPO dtn l.lpo,an Hasn din leporan HasU koordlnnl 
Dotumen Perubllhan OPA-SKPO kootdinasl Penyusuntn Dolr.umtn Penyusun,n Dotumen Perublhan 

Pffilblhan OPA-SKPO DPA-SKPO .,.,,_ dbusun tthun n 
h,mt.h Lapor,n Capalln KIMfll dan TttHdianya Laporan C.paltn Jumlah t.,ponn Captlln Khtrt, din Llpo<>n I 1 1989.500 
lthUs.ar Rffru.s1 KlMf>I Sl:PD din Lapo,1n K"IMl'JI din lkhm.11 RHls.tsi lkht.,sar Rtalsasl K,nerja Sl(p() din 
Hasll Koordll'\lsl Ptnyusun,n Llponn Klnetjl SKPO clan Uporan H.asM Llporan H11N Koonnnasl 
Capeian kine(ja din lkhlisar Rta16'sl Koordlnasl Penyusunen Lapo,an Penyusun1n Lapo(an Clpalan IOntf}a 
l(Jl'IM.I.SkPO C.oatan 1(1-..t. din lkhtbar dan lkhtiurRe-altuiJ Ki-4• SKPO 
Jumlah LIC)O(ln Evaluasl KIM,.,, Terllikslnanv• Evaluail Qwrt, Jumllh taporan evaluHI klMtja v•rc Lapo<>n 3 3 
Peranakat DHrah Pvtntk.ll Oaetlh d'&uSuntlhun n 
lumtal't DokumenAdmlnh:trasl Kw.npn Tlf'Mdl•nya Dokumen Jumlolh dokumen adtmnhtrasl vane Ooku,nen • • 1.217.316.440 ,..,_,.bt DNrah Yant dlsu,un MlffiWlktrasl Keu•npn •Mdla _ .. _ 
Jumlal't Ol"lf"C v•rc Menerima G1J1 Terwdltnya Gljl din Ti,nja~•n Jumlah A.SN Klintot Camat Rope,._ Oflnc/bulln 22 22 t 175 7S8HO 
dan TunJ•nc•n ASN ASN v•rc mtnflrlmah &•JI din tunjanean 

bullnan tlhun n 

Jumlah Oolumen Htsll Ptr1yed'lun T~~ AdrnlniStt1sl .tumllh Dokumen admfflt1'11si Dolum,n I 1 
Admlnktl"ISI Pt-11U.n11n Tugn ASN Ptl,uana,n TuaH ASN ~1ksana1n Tug1s ASH v•rc 

disuwntlhun n 

Jllmlth Dokumtn PtNitlU:J.ahlan Tertaksanafrt/1 Pmatauuhlam Jumlah Oottumen Penat1usahl1n Cctum,n I 1 3S5S7 SSO 
din Pqujian/Vtrlflkul KtUll"IIIM SKPO dan PercuJllrv'\l~rir•asl Keuane1n d>n 

SKPO PfflluPan/VulflUsJ Keu•rc•n 
SKPOvlrw d.SUl!.W"i Uhun n 

Jwntah Ookul'MI"! Koordinls.1 din Ttnattsananya leoordinls.l din Jurntah dollumen hlsll pelabana1n "°""""'" I 1 2.000.000 
Ptlaksanaan AJluntansl SICPO Pttabana1n Akunt1NI SK.PO koordinasl Pellkunaan Akuntansl 

v.1na dilwun Qhun n 

JumJ.h Ulporan Ktul,.an A.khlr Tahun Tenedilnya llponn Keua,.an Jum~h l.lpo1'11n Keu,npn Akhlr U,,0,.n I 1 2000000 
SICPO din Uporan Hull Koordlnas1 Akhtr Tthun SKPO din Llpor1n Tahun SKPO dan Laporan hlsil 
Penyuiun.,n Ulportn Ktuarcan AkNr HHH KOOfdinasl Penyusunan koordlnasi Penyusunan lapor,n 
TahunSKPO L,,poran Keu,npn Akhfr Tahun keuancan akM tahun v•rc disusun 

SKPO t•hun n 
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T•ri:•t Klnet'a rnwram din Kerani tea Pt:ndanaan Kondlsl Klnorj• pod• 
Tllhuo>-2 Tahuft..3 T•hun-4 Tahu n-5 1khlr period1 Renstra PO 

Unit Itri• PD 
Penanuuna 

t1raet Rp tars• Rp t1r1et Rp taraet Rp ta,att Rp Jow•b 

1•1 (10) (UJ (12) 113! 1141 115! 1161 117) (11) (19) 

21,1 J.209.AS,W ,.,. 1.131.m.701 D ,I 10.69',401,JJO D ,3 U,303.011.MS 29,3 U .303.011,KS 

• :z.no.tsa.eos • 7.7Sl.1M.540 .. 10.:Z4:Z.AOS.1•1 II 12.746.176..56) .. ll.7 ... 175.56) 

63 J.720.ISI.IOS .. 7.7S3.HI.St0 71 lo.J:'2.-,S.141 72 U.746.17LSl3 n U .1-.vs.sQ 

10 _...., 
10 ll.440.0JO 10 o .4n.on 10 S6.5U.65l 10 56.SU.651 

2 7 320.950 2 8.785.140 2 10.542.1~ 2 12.650.602 20ol 1s.1eo.n2 

1 lS.~S000 I 18.822000 l 22.586.400 l 27.103.680 lllol l252H16 

I 1.949.350 l 2.ll9.220 I 2.60706< 1 3.368.◄77 lllol ◄.oo.m 

I 2 287.350 I 2.744.820 I J.293 714 l 3.952.541 I Doll 4.7◄J049 

1 2 020.150 1 2 ◄.25.020 I 2.910 024 1 3.492.029 10o< 4.190435 

1 2.586.350 1 3.103.620 1 3.72◄ )44 I ◄.469.213 I Doll 5.J6J 055 

] 2 500.000 3 ] 000.000 3 l.600000 3 4.320000 30o< S.18< 000 

• 1.237.025.714 • 3.560.6U.160 • 4.621.196.Q.31 • 5.017.564.ISO • Doi, 6.017.564.SSO 

22 1175.1102 680 22 1.◄10.963 216 22 1.693155.ffl 22 2.031 717.031 220..~ 2.438144.437 

l 3 107.880 I 3.n<.l.456 I ◄.475.347 1 5.370.◄17 lllol 6.-500 

1 -.7.&4687◄ I 57.416 2it9 I Y .899.4911 I &2 679.398 100 99.215.271 

1 2 600.000 1 3 120.000 1 3.744 000 l ◄.492 800 lllol 5.391.360 

l 2 600.000 1 3 120-000 1 l.744 000 1 4.492 800 1 Lip 5.391.360 



Doto T•-KJnerla - dan •--.. ..,_., Pend.anaan Kondhlline<joptdo 

c..,.;a T.,._I r-.2 T....,_3 Ta__. Tlhun·S .-....--PO 
• TufYln txJ, Sluran (D}, l'rclp"am u,,it""'1oPO 

Kode Tufuan PD S.Arln PD "'°'"'m Kqiatan Subl ...... n , ... ,. Kqlaton , .... , • Sub """'"" SlsaranKiMtja formutast ,.._, n ptdo ............ 
(WOOi) 

Tahun 
"'111 ltp ltp .. ,... ltp ...... ltp jow1b 

Awai 
ltp ...... ltp .. ,... tar1et -111 121 Ill 141 ISi 161 171 Ill Ill 1101 IUI IU IUI 1141 11$1 11'I -,11, "" 1 111 

1112 6 ~ daft ,..,....pan S.han J\offla.11 Oolumen 8-hfn Twc,..aptn Ttnt-lMnya Ookumen ~ Juffitlh Ookumtn 11"'-n ,.,_.n °"''"""" I I I I I I I Ool 

T1ncppan '-rnenblHI ,.,.......,, .,, -· IAIIJ,A Tana;..-nPl~ndtn '-"'-rilaHn dM nncs.t ~ut ,.......,.., T'lndlk ll,vut Pemer,ksaan ~riltuan v•na dbusun uhun n 

LLI 27 ~ dtn Pt:nyus.unan LapoBn Ju,,illh Upor.n ,~,..n luunan/ Te,wd.a""P Llpcnn Ke...,._., Nfflllh Uponn buanpn .. na,V ....... 3 3 2 000000 3 5 069.JOO 3 6.083.U;o 3 7.299 792 3 8.759 750 JODI< 10511.100 

lNlrcan lutenan/Tnwui.nan/ TrtwullMn/ StmHtertn SUD dan lul1n.el\{Trtwul1n1n/Semestet1n Trtwutlnan/ Strnt.ntt11n SICPO dfn 
S,,mutPran SJl'.PD lapo,an Kootd,ntsl PMyuluNn lllpo,1n SXPO din t..po,a,, l(oordinl.M Llp,onn Kootdll\lJI ~,ryusUNn 

11121 "'"°""unan re&lporan din Malle Jumleh OottutMn Pfllponn clan TfflNlil"YI DolfM'l'ltn Pdlporan >umlth Oob,men pdapo,tn den °"''"""" 1 I I 1 I 1 lup 

'"'lnos6 RNlislli ~n Anabd ProtnoMI RfffMM Anaaran dan ANJIIIS Protno:us Re1hffl enahon ptOtnOM1 l'Nriu.M 

Ana•ran 1na,r1n 

11 ... 1' --~- --- , ____ 
JUffillh DokuffiH tubicfMM.,.,,. -·-- 1 I 2 000000 I 3 7'0000 I Sl.100000 I I) 9'0.000 1 S7 122000 I 57 U2000 ~,.,...... .......... .. _,,_ 
~tahunn 

i!Ma"" •-.l<MDoorah 
11143 .....,,... ... ,.,.oj,ahaft M"'leh Dotumen ,_nclM»n dan Tffllbat'IMVI P'endatNn din JuMllh dohmtn ,endMNn ... Dot...-nen I I 2 000000 I J 740.000 I 4-000 I 5.J85600 I 6."62720 I 7.755.264 

AdmM'l:lltl'ISJ Ktpeea.tlln Pe~n Admlnd.traM Kepea1w1t.tn ~han Adtnnitresi .......... Admlnt1tt11si 

Keptpw-1Yln Kt-pqn,aYIMSN Kecam1un 

~T•~wnn 
111 S ~ Umum P'ttlnp,lt 0Nnft lumW. Dotumen ~ Urt'M,,ffl ,..-..,y,_ ,.....,. Dokumefl svblcaipatan.,.,,. I I Sl.111.310 1 "·"'"" I Zff1.7U.770 I UUOl.295 I -.uuss 1Dot -.,suss 

,-,anpat DHrah yan.a dllUIUn Admfnhtrltf UMUffl K4'Qrntt• n clltMuainabn\tNlnn 

t 1.15 1 ~•nKomponenlnst1las1 Juml,h ..... l<omponen ,_,,.,....,_ ...... ~ Jumlth p,1,Ut lofflpc,Mn Plktt 5 s 4 361110 5 5146.795 ' 7016.154 I 1.419 315 10 10 103262 10 12 123.914 

~Ml'N'Caft a.,.un.an !Canto, IMtllMILll~n lane"""' Usttll/Pt.,_,.,..n91n1...,..,. ... ,_,..u.,,_ ...... 
KlntClf v,..,. OtMdllbn lento, 11-un1n IClnto, 111,w ~bn 

11 l S2 ~n,.,.lltlnd.anPt,.,.k.tpln lumleh Paket Ptl'llat.n dan Ttneelanya Pffalatan dan Jumllh pak.i Ptnlltan din Pakitt. 12 12 ]6 309.500 12 15.673 ICIO 12 18.807.720 l3 22 569.264 l3 27083.117 13 32 "99 740 

Kantor Ptf'll"l,bpan ic.nto.- yarc Dlseclabn '-'1trcb~ Kantor ,.,_,.tapan llnta,Yarc ~n 
'··"·--

1.1.1.S6 Penyed.iNn lfhln 8Klan din Jumlth Oolumtn !Mhln Saaan dan Ters-tdlanya a.Mn ~caan Jumllh dolumen llhln 8.Kun Ooll.umen 2, 2A 2• 2, 2A 2, 2, 

~ Ptnn:ttrc-undaf'can P9flturan l>fflindttll-Undlnpn varw dlln i.r.turan,..,_.,. dlln Ptmunn ~,. _...,..,,. 
Odedllbn undl-an 1 .. , ... dilllSU'ltahunn 

11 LSI ru.ita.ii lCun(qan Temw Jumlah lapo,t,n hldrtnl kurfurc•n T.mu TtrllkUinttl"(I fH•ltul Klqq•n Jumlth Mporen F'nil~ Kunj\,l,w1n ....... so so 10000000 so S ™1.000 so,,, 6.)00.000 "°"" 7.560000 ~- ,.onooo 750flr0 10116.400 

Tlmu T1mu Y•"I dkusun tahun n 

111.59 ................. .... , __ , 
Jum'-1\ .. ..,.. ~•run T•rf61a.tn.tnya Jumllih laporan Pt,ty9le,..11Nn ....... ' 6 26 201000 ' 32 991000 I 39.597 600 9 .-t 517.120 10 57020.544 10 51424.653 

don Rlptt ICOOfdif\111 din Konsutt.HI SKPO Penytwraarun .... , .... , ICOOfdtna,1 din 
lonsultasiUPO Koo,d,nnldon...-...U,JISl(PD IConiukMI SKPO vaM dbUiun tahun 

lll.51C '-'nlt:MMl\un ~p O,nam11 p;tdl SKPD Jutnlolf'I ~" Ptn1t.1.aahun Anip TMl~nva ,-,...t.lUYhNft Jumlah dob.mtn Ptn1t.1us.ahlln DoL,mon I I I I I 1 I 

OiNm!Spad.lSKPD An1' Dtnemls Ptdt SKPO Anlp0,namls-5«PD'/I-. 
dGUiunt1hl.Nin 

1116 ------ Juwllah dobmen,.,...liftlMD T-----~ .... - I I ·~ I UlGl.000 I 37.1$0- I >MZ7SOOO 1 '2..397.500 I CU,7.500 

_,,..., Doorah penun),nauruMn~ IMO penunJ•nt wwtn ~ ctltktanlkln uhun n 

t 1165 ~anMeMI Juml1h PIQ\ Mtbel 'fl"I OiMc:lilkln TtnO<lll"'fllMebtl Jumlth peket Mtbl-l vans cladlUn Unit UM 310C.D00 s 9 578.000 2 11.493 600 s 13 792.320 s 16 550.714 7 19160.941 

t,lu,n 

11166 PenaMliln ,-.at.an din Me11n La1nnva Jum!.h UM '°tflltt1n dan Mnln 1.1,nnva Tet"Ndilnya Perallttn din Mt1ln Jumlth uM Pt,.llitln din Mts.n UM UM 1""" 
'II- lllnnya Laintwa ...... dlldlkltl tlhun n 

l 116t ~adaan Gecb\e_ lint.a, atau Jwnla.h Untt Gedurw Kant.or ltJiU T~nya ~ Kantor Jumlah unit Gedt.1n1 ,tanto, ffl u UM Unol 
__ ... _ 

ll"lunM~yqOlledaUII Ith! a.ntunan latMya aatw"""n La1!\tlya y1rc d'iadtlt:-,, 
tahun n 

11 t 610 ~n Slrane din Prhatana Jumlah UM S.BI\I din PrHll"lftl T~ Sanl'II dan Jumlah unit Sarana dan PrMar1na UM 1 1 12 600000 I 12.U0OOO I 14.556 000 I l7'167.200 2 20 960.640 2 25 152,761 

Gedurc Kantot ILIU ltrcuMn ~ Geduf'C Kint.or etai, ..,..,....n lalM'fl PrHlrlN Gedq ltlnto, alall Gecb'it:Kantor1taua..UMn 
.,,.DiMdlaun l,f11Ul'llnU1nnya t.1,nn.,. 'flt'II d\Mlkan utK.tn n 

II L7 ,.,_.,...M.Jesl ,.._,.Jani UNIM'I - Jumlah °'°'umen ,.,,..,...,_ .._. r..-...,.-to,a JumWI ~ wb~ Ylt'II -- • 4 Sl. W.000 • SJ.114.012 • 13.fft.ZOO • lOl,141.NO • 141.191.oll ,0c11c 141.111.CMI - ~ u,,,...,_,__....,.., ---~ i.hwl n 
.,.,. cflebMab,i -11171 ~n Jul SUnt Mtnyurat Jumla" Llporan Pffl\otdrMn .Ilsa TtnlibaMnya ~ J.M h.N'nlah Upcnn Ptnyedllan Jtil ....... 500 500 6 000000 500 9 055.092 500 10.866 110 750 13 039.332 750 15 647.199 750 11776.639 

SwatMfflyutal S<AIM<nyum s..nt MeAyUnt.,.,. diMAun l.lhun 
n 

Ul.72 ~JtA Komutlbl!,Surnbtr M'l'lla" lapcnn ~ JMI T8WCM"Y11.IMIJComuNbit. Jumlah UJIGR" Ptr,y,ed111n JiHa ....... 36 36 1S 119000 36 1~ 109 000 36 16.9JDIOO 36 20316.960 36 36 36 43 

Do'/1.,, din IJWlk KomunibM, Sumber Daya AH din unnt SUtnbt-r Davi Ak' din Ulut konwnbt.l. SIATlbl q dlwslMI 
.. ..... 

yane 0&5ecfiakan Uhun nr 0..,. lur dtn Umll V•l'II I 

dlluwntahunn 

11-1.73 ~ Ju .. ,-.a.tan c»n Jurnla" Llporan ~ J,ua Penllt,,n TenHllll"l"fl .laJa Pt11&.un din httnlah Upo,an Pt•diun Jill - I I I I I 1 I 

Pffllngbpan Klint« dan ,,riencUpen Kint« v•l'II C>Mdl,kln Ptrltfllbp,n Kamor Petaltlln din Ptttencklpen 
Kantor yarc dl111iun tahun rivanc 
disuluntahun• 

l l 1.74 Pffl~n llu Pltlay1n1n Umum Kantor Jumllh Laporan PenyecllHn Jua T~ny11IY Pelayanan Jwnll" UpoBn Pt¥dun JMI L>pGfiln 250 250 30000000 250 30.000000 250 36.000 000 250 43 200.000 250 51840.000 250 62 201.CIOO 

Pe1ty1nan Umum ltarttor Pft1 DMchlUn Umum- l'flayanln UrMm IY!ntcw 'fire 
d~t.lh.tnn 
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°'" T1,nt din Kera- ~---- •ondhl.-i•podo 

Clpoill r.-.1 T--2 Tllllun-3 T1hun-4 T1hun-S •lllwP<flode - PD 
• Tufuan (a), S11anin fo). Prosr•m Unltlffjo PO 

lode TyJuan PD S.saran PO Proer•m KeclatJn Sub l ...... n (Dll), KqlatJn (uu) • Sub ltqlat an SIMf1n KJMfll, Formutnl ..,_ npodo Pena na:unc 
(IUOUOI) 

T1hun ...... ...... Rp Rp .. .... Rp ...... Rp J1w1b 
Awol 

Rp ...... Rp ...... -(I) 121 131 .. , ISi m 17) • • .... llU ,rn '"' IIAI ti• 1111 117' 1111 .... 
1111 ~ IMO ~ nc IJn.Nn '9mlrintahan Jumtah dolumen pe,Mllw,wn IMO Tenedla,nyadok\#Mft J"""'-ah DakumMS~YMII -- 1 l 12.500.000 1 74.175.IOO 1 llUCIS.020 l 110.m.nt 1 tOS.IK.410 l IOS."8.410 

Doo,tfl hnun,-,. ur.tMn PO pemelhrNn IMO Penunjan, dlllban1bn tahun n ...,_PO 
11111 ~Jay PemtllhlrHI\ ~ Jumlth Keftd.atNn '-1,rJrc-.n Dtl\lS 1th Ttnedianyl Jua fJf,J'MhrNn. Nff'lllh IM'\il ~ndarnn ~,.an UM 1 10000000 1 71 675 600 1 86.010 720 1 103212 864 I 123.855437 I 141,626.524 

~n.danPajalKand,trun KefldwHn ~ W..tan yq OlprtlhMI .....,_ '-"'t•MtNn dtn PafH DiAti Ith! l(eftd.arMn 0inas Jibttln 
Pwotanpn °'"'" lllU KendarHn DtnH cbn dmyafQn P1.-lct1y1 kendatun Pennrcan DINS NU v•rc diptliNrat1 dan dtt,a,p, 
.,....,n Kendtrun 0.!'IIIS ~Uln PIJIM'fl ~ tlhun n 

1111.6 Penel~n ,.,._tin din Me11f'l Jumlah Ptralaun dan Mtsin ~ Tdk$ananya Pe~NrNn Jumlah uttc ra.Btat.an dan ~ IJNt ..._. .. ,. f'eralliar, din laint1y1 Ylf'C dipslhaifan tahun n 
D~hr1 Mes.in La,nnya 

11119 Pf'ffl4t1Nra1n/111Nlbiitnl Gffu,_ Juml.lh Gedunc ic.ntor dan aanaunan TffllbaNnya ,emc~rur,/ Jumtah loHlrt Gt:du,w Kantor dan Un< 1 I 1 l 
Kantor din e.n,unan Ll\nnya l.1.-.nya v•nc Oip@Jjl\ara/t)jrthlb'"-•sl Rehlbilllul Gedunc !Cantor din larcun1n L11nny1 v•ne dipt:tth1ra/ 

11,.unan U1nny1 dnhlbtlhunn 

111110 PemelhMNn/RthlblU,.I S.rane din Jumllh 5arana den ll'm.arana Gecb-C Tffllbanl"VI ll'emelihatNI\I >umlah UM S.rana din Prnwanl UM 1 1 2 500000 2 500.000 I 3 000.000 1 3.600000 l 4.320000 1Unot 5.1&4 000 

ll'ruarane Geduf'II Ktnto, Ith la,wunan KanlCM-ltlu tanaunan Ll•"'"VI' Rehlb.rtaM S.rtna clan ~rana Gedurt: ltlntor at:au Sancunen 
Lalnnya v•nc Dlpelhlra/Dlrehabtll\nl Gedurc Kantor , uu 81rcunen Lllnnya van& dlptlhlra/dlm'tlb 

Lllnr,y1 llhun n 
1 2 ~.,. k""8tMll'Npnan ~ ~-............... --M•- .. ., 71,'1 na .. on.111 71,M 4S7.001.20t n 556.USAOJ n 55"135.002 

Ma1ytl"lbt 

Menlnpatny• koordlnllll ,,.,,~•nu•tnn ll'etnerintlhM Pel,.,.,...n ll'ubMk den 
, __ .,_"' ,._ 100 100 267.IIUSO 100 -716.lll __ ....., ..... , .... ........,. ___ 
................ _ 
..................... -... 

U.1 l"IOGIAM p,(NV(LlHGGMAAN ..-MOUNT.a.HAN DAN ll'ELAYANAl4 -....--Jo y.,....,_.,anyl - J""""' Aulhali .. ..,.,, tahun" II 100 100 41..).11.tsO 100 '7.Ul.SOO 100 71.457540 100 

_ _ 102 

100 U4.1U ,2U 100 11&.143.20 

'""'"" penyefenatrN n pe,nerlntah1n dan CMn ptl1yen.n publf• dfbtcl jumW\ i.rpt kes(el1n t11tuffl 

-n- ndlull 100 
U.1.1 

•-................. k .. •------ r.-..,..__ ,......,_,_,h...,_ - l l 1 1 1LM6.IU 1 Z2.0JO.&t7 1 2t.t,IO.U4 l ~11• ·-- --- -- -----· ..... ··- _ ..... 
k .. "1.ln ,-ne,,tntahM tMUn n 

t 2 111 Kootdinail/Slne,sl Pt:ttnunH n din Jumlah Llporan ICOOtdinMVSlnef'II Tdhananya Koord;nHl/StMf'll Nmllh Llporan Koordinl~iN:fll 1..1.,....n l l l I 15000000 l 18000000 1 21 600.000 1 25 920.000 

,..,_UlnNn Ktslai.r, Pemetintahln hrenannn din Ptlakunun ~ 1•tan ~ndan PflNJ.an11n Petenc.lflNft din ll'eiamnNn 
denpn ,.,_,.kJt OMrah din tnltamj Pemenntahan dt"4aft ,,.,.,.tat ONrah hp,Un ~Mtlhan dena,M' K"!Nn ~uhan~ 
'lffl:IUITerbit daniNtlMIVertilat Terblt ~t DNRh tlantnsunM ~ l Daerah U n ln5tlnM 

VfflJU ITetbit VitrtJk.alTerbit u hun n 

t 2112 Pffif'\lbtln Et.ktlfitls 1tat11tan Jumleh Ookurntn PenW11klt.1n MenJrctltnY• [~lfilli K1111,1tan Jumllh Dokumen Ptnlf'\lblln Do6:.umen 1 1 1 I 15.000 000 1 ia000.000 1 21600.000 1 25.920.000 

Pemennt1hln dl ~Ut Ktc11Nl1t1 Efttttfitlt ,: .. ,atan ll'afflertntahan di Ptmerintahan di TrieUt Ue ttif'll.lS Kttiltan Ptmenntahan di 
TircUt Kee.am.tin KIIQrnat.ln nitk•t ~n uhun n 

I 2 1 2 ~l\ll~afl UrUMn '9m«fntehan Ylnl Jumlall dolumen ~•n,p,.n lffll,.ft Tenelefta.,-.,,ya Ul'UAft Ju.,.., dotcumen penyelercpfan -·- • I U.000.000 1 J7.775.000 1 :IO.l>OAJI I 27.110.760 1 ll.Z0 .111 1 35.243. ... 

nctell DIINAMkln olieh Unit ICa')li ~ pemerlntahlnyana ttd.altdft~ ,__....,,.,,. WV.Mn pe,nei1ntlhan yen, Udak 
DN,eh.,.,,.Adadl ~ --•)IPO_oclo __ TfdN Olabtnekln oWi Unit ----PO .. Jo_.........., __ 

Y""I .. di t.c.am.tan WlUn" 

121 2 t Perenc1na.an IC«alltan '-llv1nan Jum\lh Dott.lffitn Ptrenunnn T.nusunnya Ookumtn Jumiah Dokurnen Pffffltlna1n Oot"'"°n 1 1 2 000 000 1 a ns.000 1 10.530 000 1 12 636.000 1 15163.200 1 11 195,M) 

Upilda MHyarab1 di Keumatan Kq:iltan Pelty1nan ttptda Mlsy1raklt .:t. ~nun l(qitlln Pt:ltyanen K .. iaun Ptiayanan lepilda 
keumatln llepad1 Masyarabt dt Kearn.tan M11y1rak.lt di tt«.amatan tahun n 

t 2 1 2 2 h~ Pwrc.patan hncapaian ...... Llpon1n ........ Te'11klana""(I FltlrtMI -h ........ , ....... ........ 1 1 2 000000 1 l 500.000 I • 200.000 I 5.040 000 l 6.041000 I 7.251600 

St.and6r ~Nn Mt11A,1I di W,layah ,,.rc.patan ~nupeian SIM'ldlt ,en;.,p,1t1n Ptnupt1i11n Stltlde( '-'tepaun PfflcapNn Standar .......... Peltv:anan ~I di --non M,t'Mf'MI cl -,.....,nan ~I ell 
l 2 I 2 3 Pen1nab11n Cft ktlfitft Ptf.lUII\Nn Jt.mlah Llporan Pffllnct.aun ~ n-.btnya Efftttfrtas Jumah L1pon1n Ptn1nClla11n 1..1.,....n llopot> lopor• 20000000 ....... 25.500 000 ·- 30.600000 .. ..,. 36.720.000 .. ..,. ... 064.000 1 \lporar 52176.800 

Mayanan ttpada MHyl rlkal dl Wiirflh Eftkt1r1t11 PlrilUlnaan Pelly1nan U pada Pt:lalslna1n Pelayanan kepad,, Efektl'ltlS Pellksanun Pet.yanan 
K,omoton Mlsyaraklt dl Muy1r1klt di Wllyah KK.irnltln ke~ M1sy1raklt di 

'Mityth~fflllan WMyah ~ Uhun n 

t 2 14 - UMOft - .. - JurnlM dokUfMn PelU:IMile UNMn y.,_..,...,.,,.,. """"" JumWI dokumM ,,..kanaen - 1 1 12.U J .. tsO I JOOSJ.SOO 1 JS.UUM 1 ... lll.115 1 IO.Ht.140 I 60.lSt. UO 

Dfflrnpahk.tn tepada cam,t ll'emeffntthan Y•"I Ollfmpehbn ktp,lda ll'emerlntahan '""' Ul'\IMA PemerintaMn Yan& 
c-t ~n••,-dac..m.t DHknpahkan kepeda c..m.t i.hun n 

121'3 PNtunNn Unun PftNMUhan P"I Ju,Nah l.-pcnn Pellbanan 

,_ 
u- Jutl"liah t.Aoon,n PeltuanNn ......,, l I 22317'50 1 30.057 500 1 36.06!1000 I 43 212800 1 519l9.l60 1 62 327.232 

TNi.1111.~nlCewena"S'nl.atnPnt ~•n Ll•n v,,. °""1'1p,hkan 
......... ._ -- lewenarcan U., yan& o.tnpahUft --- 1-,.,. 

Dilmpahkln - tohunn 

62 



Doti n- IOneria Prrwram dan Ker• ...,Pendanaan Kondisl ""-I• podo 

C.Pllill Tahun--1 Tahun-2 Tahun--3 Ta hvn-4 Tahun-5 11chlr petlode _,,. PD 
II( Tufu1n (11), Sn1rtn (ul, PrOlfilm 

n pado 
Unlt Kftfa PD 

kode Tufuan PD Sisal'ln PO Pr01r1m Kqlatan Subleclotm (ux), Kqlatan (IDUUI) a s..i, Kql1t1n Sa.sann klnerjl f'OfmUIH I - Tahun Pen1nuvna 
(IOOOOI) 

Aw1I ...... Rp tarpt Rp ...... Rp .. , ... Rp ...... Rp tarset Rp )owab -(I) Ill (3) (41 ISi (<) (7) (II (I I (l DJ 1111 (12) (13) (lAJ (15) (16) (17) [11! _Jl~ 

12' P1tOGMM PfMIDIOAYAAN MASYMAICAT DUA DAN K1U.1M.HAN hnrlntasecaplll,anldner)a y.,,.~ pemNf'dayaa,, Ju,nleih IINtfl;asl k .. '-tan tatwn n " 100 100 6J.17S.SOO 100 .... ,., ... 100 Ul.127..SSO 100 141.154.JOS 100 171.ll6.J36 100 l7L2J6.9ll 
~ktna•rNn pembef'd-v1N1 tNS~l dell ct.n k.tiurlNN\ cNbat:1 Jumlah ia,at;t klptan tahun 
masyarabt daA clan kelutah1n ndit.lU100 

12.21 IOOfdlnlsl Ktttltfn Ptmbtrd1ynn One Jumlah dokl,lffl,fft hatJI pellblnNn T eritkonany1 kocwdlnul Jumath dokumen hasll ~ Do>.•-- 1 1 Jl.175.500 I 15.UUIO 1 S7Mf7.SSO 1 '"61.JOS I H .705.13' 1 6'.105.136 
KOCN'dlnasl ~ PtmberdeyNn DrtY kaptan Pernt».fuyNn Ona Koo,dlnHI w:..sn-n Pemberdl!ylM 

Duatahunn 

12 211 Pe-nlf'CkJtln Partflipul M11y1r1U1 Jumlah lfmba,1 Ktm1sy1n1klun vane Mtnlrwbtnv• Panlsli,.sl Jumlah ~mt.11 K1m.1sya,-blln lembac-1 6 6 18 240500 6 8 096.0SO 6 9 71S.260 6 11 658.312 6 ll'le9.974 6 16.787.969 
mtam FDNm M uspw1rJh Pef9nt1na.n Bffplrt61p,1sl <Mllm Forvm M1.1.1y,war-.h M•.syarttt,t dalam Forum v•ns Berp9r1lslpul cbil•m FDNm !Cef1'Wlsyar1blln 
Pembarcun1n dl Otw Ptrtl'IC.lna1n Pffllblrcunan di Deis• Miuyaw,.-.h Perel'IC.lnHn MYSy1w1r1h Pel'fflCanun 

Ptm~rcootn Ptmblrcunan dJ Dua tahun n 
di O.s. 

12 213 Pffiln&blln Eftt1dlm Kte11tan Jumlah ....... .._ .. ..,, Men!rwbtnv• Efekufrtas Keciltan Jumlah ....... PenWltbtan ....... I I 1• 935 000 I 7 04S.630 I e ◄54.7.56 I 10 l◄S.707 1 12.17◄,"9 1 1◄ 609.818 
Pembent.,y11n M1sy1t'9bl di Wi .. y,h EfektJvrtH P.mbtrdly11n M11yar11bt dl EftktHitas 
Kecamaun Ke1at:an PflTibe-rdlyHn Masy1raklt di Whvlh keatnltln Kqiatan Pemberdaya1n 

Wl._y,h Kecamatan Masyttaklt di Wl1Y1h Keca,n,tan 

1 2 2 2 ,_,...rdlya an Lembtp Kwnt.sya,1Mt1n Ttne:Ut lumfah dokumtn hldl pNfuanNn Tenelena.,.n'fl ~ av••n Jumlah dokUtMn hasll ,-labanlan Dokurnen ' 2 J0.000.000 2 4'.2tl.OOS 2 64.220.000 2 13.411.000 2 lOI.SJt.-,0 2 101..Sll.lOO 
KKlmtUn pemberdayun ltmbae• l.lmbac• K1,nuyar1Qtan ptffllMitdeyHn Ll:mhta 

Klmasyarabun dan UMhl Ekonoml TlrllkatK-..matan Ketn1syw11katan dan VAh• 
M11pr1kat Tint:Ut Keumatan Ekonomt Masyanbt T1rcbt 

KacamatanTahunn 
IU2l Penytjengarun Ltmbqa Jumlah t.emt>ata hmasyattkaun varc TtMltngar1nya lembl&• Jumlah Ltmbl11 Ltmb11• • • 30000000 • 40.988.005 • 49.185.606 9 S9 022.n1 • 10.821.213 • 84992.n1 

Kem1syarakaun tkstltruarakan l(@fflliS'(tf1kat1n Ke-muyarakaun ..... Kemasyarablln 

otw1enu1r1bn llhun n 

12 2 2 2 Pt'n,lrcbtan Kapuius l.l!mbap Jumlah Umbq:a Kemasyarak.atan varc Menlrcbtnot• ltlpasltas lemb,p Jumlah Lembq1 lombaf• • • 9 • 9 • • Kemaiya,akaun Oillf'llbtkan ltlpu.itasnya KemH'(trtkltan Kamasy1r1kat1n ..... Kemasyarabt.an 
Oltlncbtkan KapasltHnya tahun n 

1 2 223 Penyecllaan Saran1 din Prulran. Jumlah Sfrana dan Praqran1 Lembtrga Tefledlany1 Slrana din Prasarana Jumlah S.rana dan Prnu11n1 UM l I l I I I 1 
Lembaa• Kel'l"llisytrabt.an KemHy1raUt1n Yl"I Oisediakan Lembq:a Kemasya.-.katan Lembel• 

Kemuyarakaunv•nc CM~Un 

122_2 4 FasltltuJ Pl!ftlffllbarcan Usaha Ekonoml Jl.lffllah Laporan FasUitasl Ptnpmblnc•n Teriaksananya Fasilitlsl Jumlah Laporan FasMltasl Loporan 1 I 1 J .295.000 I J 95'1.000 1 4,744 800 I 5.693.760 I 6.832 512 
M:uyarabt Us.aha O.onotnl M1tyarabt Pencemblnaan Usahl Ekonornl Pencemblna:an Uiahl 

Masya.-.kat Uonoml Mar;yattbt tahun n 
1 2 2 2S F1$1itasi PemanfHtlln Teknoql Tt0tt Jumlfh t.aporan FasllUisl Ptrnanfutan T1!111bln1nya Fa511tasl Jumlah ....... Fadtt.nl ....... 1 l I I l I I 

Guna Teknoqi Ttplt Guna Pemanfut1n Ttlnola&I Tepat Ptffllnfutan 
lr.u•• , r. .. 

12 Z.3 Ko.nllaui du llakroalMaJ. h•Mrl&baa Jumlah dokumen Koon:tinasl dan Tenelenqaranya Kootdlnati dan Jumi.hdotl.lft"Mln Koordlnfsl d.ln Dokumon s 65000.000 s 85.000.000 s 85000.000 
......._tuao Kapt.taa M..,.uakat (PPKM} Slnkl'Onisaisl Pffllberiakuan P«mbatas.an Sinkronisasl PtmbeNkuan SlnkronlSHI Pembtrlakuan 

.. -···· , ............. , .. _ .. ,_. ---·-· .. "· ··--.... 
12 2 31 Pmtt1Ma.n Co'iid-19 dl Ttn&kat Jumlah 0okumen Penuphan CoYtd 19 di Terta!Ginanya Ptnce11hln Covkl• Jumlah Ookumtn Pencttahln Dokum<n s 15 000.000 5 25 000.000 5 25000.000 

ne..Mnll:elur-.ha.n Tincbt DfH dan Ktlutlhtn l9dl TinakltO.sadan~urahan Cov,ct.19 di 
l'""-t.•t r'Moc:• 1.- .. -i •• ~- "'- - - , .i... . .," 

I.U'2 Ptti.anpnan Co\id· 19 di T\n,kat nu. Jumlth Dokurntn Pen1ncanan Covkt-19 Terlabln1ny1 Penarcan1n Covid-- Jum .. h OokumM PeNntanan Dokom<n 5 20 000.000 5 20.000.000 5 20000.000 
dan Kl'.lurllhan di lll'll;bt Otsa ct.n Keknhan 19 di Tlnabt Cesa dan Keknhan Covld-19 dl ·~ " --~~-

1 2 233 
__ .,._Qmd.19dl 

Jumlah Oolumtn Pemblnaan Penarcanan TertabaMnya Pemblnun Jumlah Ookumtn PtmblNln Dokum<n 5 15000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 ....._o-..... ,_ 
CO'lld 19 di r.,.ut Otsa clan Kelurahan Ptnanaat'lln COYI0-19diTIOlkat Pffllnaat'llnCO'lld . 

u . 2.l.• Pmpdaan Pmduk\a.na hlakanun Jumlah Dokumen PentadMn Pendut\lnl Ttrlaksantnya Pqldun Jumiah Ookumtn Pt-npdl1n Oolumen s 1S000.000 5 20.000.000 5 20 000.000 
~anaan-'l Co¥fd .19 di Tin&kat 0c ... Pt1'ksaMan PtMf'Clftln Covld-19 di Pendulunc Pf:IIUlnun Ptnduturc PelaksanHn 
dan Kr:lurahan In .. ~ ... n.. 1dan"• .•. >dlTI '"".., ~ 

12 2 4 PemblttdlyN,n ct.n hHJahttrun Kttuara• Tlnabt Jumtah Ootumen Ptmberdlyun dan Menqkatny1 Keluafl.ll vana Jumlah Dokumen Pembtrdayaan Ootumen lS 120.000 000 3S 182.SOO.OOO 35 332.000000 
KKamat.n d1n Kafurth•n KtitJahteraan K•luara• diberdayakan dan Kutjahteraan Kelua,aa yana ... .... 

12 Z.41 Pernbcntukan clan ~umbuh.n Jumlah Kelua,aa Yl"I Mtntikutl Terlaksanany1 ~bentubn dan Jumlah K~u•raa Ylnt Mtrcikuct Keluarp 35 10 000.000 35 16.500.000 35 17.000.000 
KMaktr.r Kl'.lwu-p M.r.latui Pembffltubn din Penumbuhtn Ka.-.kter Penumbuhan ltlrakter Keluar11 Ptmbentukan din Penumbuhln 

l~,n•'-•t.-i Xeadarar,, M..varakat 10..~t,'"'' '""lt•utb. .... ., "·~"' l Z 2 4 2 - Kl'.adaran Kl'.luup Jumlah Kelwrp Yll'II Menlikutl Ter1aksananya Pnna:katan Jumlah Kcluarp vane Me~utl Keluarp 3S 10000.000 3S 15.000.000 35 16.000.000 
dalam MembancU-n Kaja Sama antar• Pen~n Ktsadlrtn Ktluarp dalH1 Ktildar.n Kelua,p dalam Pffi,cklltan Kesadaran Keluarp 
Kelu-- W•,,_ daro KelomD<>k . . .. ....... -, l.<•b- ""·········-· 

1.2. 2.,1 --- Juml.lh Keluara• vane MenaillutJ Teriaksananya Pen"'lkmn Jumlth Kelul'I• vane ~~uti Kelulrs• JS 10000.000 3S 15.000.000 3S 1S5.000000 
K~u..-.. Pf:nJrckatan KtUlhtMn Parc•n Keluar11 Ketahln1n Pancan PeNfllk.at,n 

.. luaN• 
1u,, Pnn~·aan Muywa.kat dawn Jumlah Kelufrp vane Mtna1kutl Teriabaf'Mlnya Pffllberdayaan JumLah K~ua,aa vane MenaltutJ Keluarp 3S 10000.000 3S 16 000.000 3S 16.000.000 

Pm,ngkatan P<nau.,... don Pt:mbef'dayun M.uy111k11 da~m M1Syar1kat dalim Pffllnabun Pt:mberdayun M,syaraht dalam 
~anfutan Sandana Produklll 1a ...... 1-.. o.~•• . a.. 

'""" , •.... 
122 4.S Penin,gkalan l<uadMan Kdu ..... Jumlah Kelulra1 vtrc Mt-rc1kut1 Terlaksanal'!ya Pfflnckatan Jumlah K@luarp vane Mena•utl Kelua,.. 35 10000.000 3S 15 000.000 35 16.000.000 

dalam McwuJudkan Rumah Sehat dan PtnJrcQtan Kesadaran Keluarsa dallm keudlnn Keluarp dalam Pfflnl,kalln Kesadanin ~uar11 
t..yalc HUN act1A K~an Hukum dan "'"" 122•6 hnmgbtan K~ Kduarp Jumlah Keiu,rp vane Mercikt.1tl Terllksananya Peninchtan JumLah Keiuarp V-1'11 Mengl:U"b ..... ,.. 3S 10000.000 3S IS 000.000 35 16.000.000 
dalam h:~tan Pt-ndidikan clan Pen.,.utan KHldaran ICeluars• <bQm Kuadann Kelulra• daYlrn Petvnc:btan Ktsadafln Ket~raa 
KetenunDilan unn.dc. Mewujudkan IDA_,_.,_...,_, --..ii~· .. dan -~-·•h ~-
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Del> ••-KJnerlli -m mn Ke-ran b Pfflana•n Kondi,I IIIMfja pado 

Clpela T....,_1 r.-2 , .... 3 T~ Tahun-5 akhlr....--PD 
llt Tufuan (11;). Sauran fol, Proplm UnitlCerl• PD -- n,S1,11n PO s. ..... ,o -.m ..... SubK ........ (IWI), Koeia .. n (lllUal) 6 Sub Koeia .. n s. ..... l(ine,jo formulHi - npado .._"' 

IKlllWII 
T,..., 

Rp l>rpt Rp .. ,. .. Rp .. ,... Rp fawob 
Awai 

,.,. .. Rp .. ,... Rp .. ,.. -It) Ill Ill 141 151 "' 111 Ill 1,i 1101 Ill) JUI 11)1 114, Ill) 1161 -,1-ri .... I .. 

1124 7 Pft'lumbu.hain K~ K•h.Mlrp -llh-Yll'C-Mi Terilbantnya ~buhln JUMllh WIM(II ~ Me,wbt! ........ lS 10000.000 lS 15000.000 lS 16 000.000 

da1&m P.nlnpatan ~rl\i'l't Keeehalan 
1 
~n~mbuhln Kl!~n Keluar~~ da'-m KUMlrtn Ke~kilfll ct.lam Penumbuhln KHldl~n Keluatt• 

Kriu•- darl, i-....,., ... _:. d---·- - -
122.41 Jtnumbuhwl XMad&ran Ktiluarp Jumtah Kekaataa Vin& ~tut, Tl'l'ttbananyl Penumbuhln Jumilh Ketu.t11 Yll"IC Me.ncikutl K,._.,,._. 35 10 000.000 lS 15 000.000 35 16.000.000 

&.I.Am hn.inp.aWI T__,. Jbdup Pwt1Ufflbuti.l, K.tMdltln ~p dllam -•Ke ........... ~n Ke,.adatanKelmrp 
ICdu-~Ww Kehidu-- . .. ~ .. 

122.49 Plnumbuhan XNMl&ran ~ Jun,lth KekMrp ya,-. Mtfoelkuti Tertlbantnya hnumbuhln Nmllh letu.fll .,.,.. Me,_lkvtl oc.o,,,.. 35 10 000.000 35 15000.000 35 16000.000 

daLam Pl!nb\paUUI l<uabtu Ptnvmbuhln Knedar1n ~uaraa dlllm lesHl"n Kekllra:• dllaim "'-numbllhln Ku.adlru Ktluara• 
~leaariAn ,-, .. ..,., .... an Hk1un , .. , .. , ... _ I • ·' - . . '.. o,,,-11.o~ 

122411 Pl-:'-tlhan MN.,.. T..,,...., Bt:nc.n• !Ul"'lla,h KeWrp Vl'W ~1kuti Twitkian.nya Pllltii.n Jvmllh ~• Yant Menalluu w ...... 35 10000.000 35 15000.000 35 16000.000 

A1oa, ,_ilthna:.tu.'11T1nqaplfflc.MIA11m KftuMta TIJ'CPP lenuf'III A&am ~l'lln Kewtp TlrwPP leru,w 
, .... -

1224 11 PTlatihan Mluarp. T.,...., Bencana Nmilh KeW,p YI-I'll Mffllitlld Pelat,haft Tertlban1ny1 ~~ .... Nl'ftflh Ktt1,1,1,a1 ya,w Mtns•uU oc. ... ,.. 35 10000.000 !5 15000.000 35 16000.000 

Rumoh,..,_ Kt .... '11 T1rc,;1p lenc.tf'\I !Iii.mah T1ra1 Tlnfpp ftenc.lna lh11Nh ~t1hln ktMl'II T1n,pp ltnclf'III ,._ ---- ,n 
12 2412 PenumbW'\an dan ~tan jumlah Ke .... ,a, Vl"I Mene;ikutl Tlftlbananya Plnun'tbuhln dtf'I .klmllh ketut,ae .,.,.. MtrcJtutl ketu.rp 35 10000.000 35 15000.000 35 16.000.000 

-.Ke ........... PtnutntM.NtldM~t.lftkeMdilln ~Milin Knadarao Ktlv.wa• ~denPt-ntrwkNn 
Keterlihal.M ~ k,dudunan , •• L_ - .. 

123 "'0MM KOOttOINASt kETENTUMAN DAN ICtTDITlMH UMUM ---Ja T•~ koordlnllsl J""'1WI lluh.etJbltlUfltetwnn " 100 100 10.000.000 100 lLHS.000 100 ·- 100 10.I00.20:S 100 tLMO.llt 100 1L6'0.1H 

~•NnkoordlMM k•~.n dM kttlftlt.n dlbl&I Ju,na.h t.lf'pl keclM-.n t•hun 
ketenteraman din k~ umum """"" ndW100 

1 Z J1 --............................... 
.......,. __ ,......,._ 

r---..,_..,._,, 

, ___ ........,.... 
Doll- I 1 lO.G00.000 I 1A.1SO,OOO l a.t11.aoo I 7-'i7S.240 1 .......... l 

...... _ 
denlCetMibaftl.Jnwm .__Upoyo- Upay•-

__ ,....._ 
~dMllterttblnUfflUm 

__ .., _ __ ..,_ -- Umwm Umum tfntUt ~ tehun n 

12111 SlnetS•llJ clf:npn Ktpot.Wn Nepra iumllh t.a~n Haiti Slnt'fl•lli dt,can TerilkYMl'l'fl Sintraitas dtnaan Jun'lllh Llportn H.114 Sintt&rtu Laponn 12 12 12 7900.000 12 9480.000 12 11376.000 12 13 651.200 12 16.381.440 

llltpubll: lndonHll, T-,t.,,. NMIOnlt •~•n Nqart ~ lndoMMII, ~n Ncpti llltpublk .....,. ,_ Nepra llopublk 
- ............... .., .. Wiloyoi T tftlllra ~ andonts• dan lndontw, TtntJn N.Hional k'ldontw. Ttnta,a NHO"lal ..,......,, lnstansi Ytrtbl di Mdonnla din IMtlnsi Vtrtbl k'ldont,a ~n 11•1tt1n$1 v,., .. 1 

- ., .. - ~ 

12)1.2 Harmond.Ill Hubunpn dtnt•n Tok.oh Jumllh llponn Pe11banaan Terilksanany1 .,._rmonisasl Jum~h Llporan Ptllksan.aan Lapo,an 100 100 10000000 100 6 250,000 100 7 500.000 100 9.000 000 100 10100.000 100 12 960.000 

Apma dttl Tokotl MIJyttlka1 ~1 Huburcln ~•n Toioh Huibunc•n dt,..n Toiotl Apma Hlrmonls.Hi ~butlpn *•" 
AIIINI din Tokoh MH.,.,_Ul dan Totoh Mnylrabt ToltohApma den Tok.oil 

Ml1YMbtt1Mn 

1232 ICoordln.HI PeMnpan din ,__.lean ,..._lUtlll Jumllll 4otl:wmen htd pet.kAna,an Teri~• a!:oordlnul Jumllh dotMM.n hnff pet...,.,..." Dollu._ 1 I 1 U4S,000 I UM.ISO I 2.IU .M.S 1 J.Jll..JIZ I 3 216.361 .... .,, .......... ___ 
---•dan._,..,, ,-.,-don.....-

___ ... 
..... NrM~-~ac.,... ,___..,_ ...,......._ ...,.,, ... - -- '--turan.._...DNrehW\Unn 

123 21 tcoord!l'\ISI/Sintfsl dtnl•n ...,_,,.ut Jurnlah Llporan ICocHGl'\ISV511•tffll ~n Tfttlksantn-,. a!:oonfin~l Jumt.h Laporan ltoordlnlsVStner1I I I I • 2•S.000 I 50¾000 I 6 112 IOO 1 7.335.360 1 U02432 

Oaerah Y'"I T1.1111 din F'IJ ..... lnyt dl Pt11r\11c,1t 01e,1h v•ns Tue•s din ct.naan Pmn,k.11 Oaerah vane IH'npn PerantUt O~h v•na 
Bldat'II Ptnt11Un Ptnituran PtNndan1 F~• ti lida"I Ptnf:11bn Pttlll.ntl Tuan din FuntJtnva di a.ct.nc T14as din Fq,,nya di a.dare 
~,..,. dan/lbu bpohwn ~11111 Po-Und>rcandon/•t>u OC.poO,•n ~n Pttatinn Ptl'Uf'ldanl ,_..bn ,.,..ti.nn Perundans· .....,,.n 

~publk lndorwslt -rallo .... k u_...., .... .._ Ul'ldlnpn dln/ltlU lepoOM.an 
,_ 

.... , .. 1'epul,I. _,....,.,.,, . 
124 NOGRAM PCNYtl.CNGGAltAAN URUSAH P£M(IUNTAHAN UMUM PeflitntllMO~ld~jl T....,....,..,.,. peffillrintah.., JliffT'IW'I ilteaffia.l k..,illtAn tahun n " 100 100 12.M6.000 100 2.1J.SIS.tl4 100 105,.UUOO 100 11J.16Z.MO 100 117.441.'74 100 U7.MI.S74 

~~uinum - -...i-1>rtotuelatonlahwn 
•-100 

11 C 1 

_____ ... _doll __ ,_,........,_ 
T ................ JUfl'lllhctoltumefthasM Doll- I I 12.-.000 1 21J,MS.tM I 1115.J21.- I lU.1'2.MO I 1.27A4LS74 I U7MLl74 --- IJnMn ~ Umum MIUlil ~.,•atiUNAn --~ • ...,. •• ,...OMtaft PtmtrlntehM UfftUm MSt.t-' ,.,,,_.nt.tlen Utnum MS~ 
PenucaMn bplla ONtth Ponu--•-dkln&Ut 

11414 PernbtMtn 1CeM11nan Amar Sul:.u den J~ 0n,,. ,arw Me,..uti PemblnNn Tffllb,,lnanya Ptfflbinwn Almlah er.,.._,. MeniJ~ I I 319'6CI)) I l.51471.434 I 190174.121 I 221.2W.M5 I 273.150 7)1 I 321.620181 

lnltl Sulu., Umat 8en&atN, R,,t., din KeMIM'\ln An\ar Suk" din Intra Sub. , Ktn1b.nan Ator Su\u dan Intra ~ 1C,,rultun11n AnllrSut.u 
Golorwan lMrH,yl; Gun11 Mtw\tucbn Umlt Berapma. Ab. din ~•n Suku, Umat lenpma, RH. dan dan lntnl Suku, Umat ...,.ma, Oran& 
Si..blit.n Keaman,n Lota~ ~tON~ dan Uinny1 GIM\I Mewt.!Judbn St.1>bllil11 Goionc•n ~1nny1 Guna Illas, din Go6orcan t.a.nny1 GUN 
Nulonal a(eatn.1nan I.obi Mtwu1udkan Stabilrtas Keam,nan Mewu•udbn SllltwfiUs 

1241$ ~na•ntn Konllil: Sosa! SftU9I Jumlah ~pc)rlft IConf'I• varc 01t.1,..n1 Tffllkslnanva Pffllrcanan Jum■h Uporan IConf'lik varc Laponn I I I 3 000.000 1 3 600.000 I 4.320 000 I S.19' 000 I 6.220100 

ltlentUln ,.,.tlltln ~ - Sa4'rtl ic.tent.u,an ,.,_t\Aft Perundlna Konfilc~lifwltl(f,tentwn DIUnpnl 5Huli latt:N""' 

~ Undtrc1n ,e,at;ur-.n Perundlrc I.Jndlnpn ,.,.._unn ,_,,,...,,. Undlrctn 

1 Z 41.1 ~bll'INn Tups fon,m KoontinHI JunN.lh Oolumtn Tups Forum Tertakl.lnanya , .... '""'"' J\lfflYh Dobmen Tua,i rorum Dok....,n 12 12 50000 000 12 54087 500 12 64905 000 12 nl86.000 12 93"63.200 12 112.155 840 

Pmpinen di keam1t.1n a!:oordiNsl P1mplnan di Kec.lmauin a!:OOfdlMII Plll'nptnan di ICec.tmallln ICoonllnul Plmpln1n dJ 1Ceam1t1n 

-· 125 NOGMM PIMIIHiMN ~ 'INGAWASAN HMCMHTAHAH DfSA ---Ja r---...-- ----· II 100 100 65.AS0.000 100 m.-... 100 '7.&31.UJ 100 11.1n.ss1 100 UU41.424 100 114..M6,.◄.2.4 

,.,,.......,..,....,~dan clln,.,....Yfl ~ ---~---- ... •-100 
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Kode 

(I) 

1151 

12511 

12.512 

1 2 S l 3 

12 SJ 4 

1.251 S 

IHII 

I HI 7 

12511 

12.S.1.9 

1 2 S 11( 

1 2.5.111 

1.25112 

12511: 

12 5 117 

T"'u•n PO Sasaran PD Procrom IC-,t.tan Sub ltesl,lt.n 

121 131 ,.. ISl 

feslftasl, RdomenclMI din KoardNSI Pmnbfnun 
un Percawasan ,.tlleMtaNn o... 

fHilt&sl Penyusunan Pem.1.nn OHi clan 
Pl!rltutan KeJMll Dua 

FasJlltnl Adm1r,tstra,,1 Tata ~nnutMn 
l)e,o 

fls11iQM Pcnct~•n Ktuancan Otsa din 
~ya,un11n A.set 0... 

f•M~s.i Pt:nerapan din Pffltlabn 
l>t-ratl.lf'ln Pf:Nl"ldana·Und1ne1n 

FuU,taJJ Pf:11~ T~u Kepala Des.a 
dan Penircbt De.a 

fasilit.asJ Pt:llks1nun Pf:mllhn k~•la 
0 ... 

fuHitasl Ptlablnpn Tt.111.1 dan Furci• 

e.&n ~•w~1'11tan o.sa 

~komendasl Pen,1neUttn din 
Pt!mbe,hl!nt11n Pe rtncklt De~ 

hs,litasJ S.nkronlusl 
Ptteneana1n Ptmban,un1n D.enh 

dena•n Pemban,un,in 
0eH 

fas1llusi Penetapan lotlsl 
P@mbancunan 1Yiw1San Pt:tdes.a1n 

fls.llrtl.si Pf:nyelenaprun 
Ketc:nttr11tnfn din ic.t~bln Umum 

fuilita1i Pe&aklanun Tuan, ru,.S\ 

din Ktwajban Ltmblt1 IC1masv1rabt1n 

hsilitasl Pfl,yusunan 
P~nt.at\lln 
Pmlban,~n PfrtJ:sjpwf 

ICootdlnasl Pcndamplnpn De.sa dl 
IVNV,hny• 

keterqan 

Tahun N 1 diis., berdas.arkan Realisasi A.ru,aran T1hun 2021 

Tahun N 2 dfiSi berd.aurhn OPA T.ahun 2022 muml/sebelum rev,sJ 

Tar1et hanya diisf •nckl at.au hurut tanpa menyebut satu1n 

,... 

NC Tufuan f,c), Sasaran lo}, Propam 
(ux), Ke1l11>n (UlOI) & Sub Kociot>n 

(lOOOOI) 

Jumt.h Dokwmen F15"f&Mt ~ 
dan KoordJnasl '-rnb,nMn dtn 
PtrtpwaMn Pemlnntlhln DIN 

Jumlah Dokt.men .,,,,_ OifaslitasJ dtllm 
rtncU PtnyU'-unan Per1tur1n Des, 
din Peratunn ICepall Des. 

Jumlah Ookumcn 't'lll'II Difasfltesl ct.lam 

raneU Admlnrl1r1s1 Taui Pernenntahln 
0eH 

Jumlah Ootumtn v•nc DlfHllltMI d1llm 
raneb Penctlol11n Ke~t'll•n Des. din 
P■ndav11una•n 

J1.mllh LIP0f'ln hslltul dalam 
r1n,b Pent:flpan d.an Pent11kan 
Ptnituran Pe,1,1nctana Undanpn 

Jumllh Ootumen flsilittsi dal1m 
l'lll'Cb Pet1UlnHn TUIH ~pall Dul 
din Pf:111natat0tsa 

Jumt.h Dokumen FasWitnl dllam .. ..... 
Ptllkllna1n Ptmllhn 1Ct-p1l1 OH.a 

Jumlah DokutMn Failittsi dllam ....... 
Ptlaksarwn Tua,s ct.an Funpl 
Badin Permusvaw1r1tan Oti.a 

Juml1h Ookumffl Rekomtndasl 
Ptftllfllblln din Ptmberhentlln 

Ptr1na:k:atDtM 

Jumlah Dotumtn Sinkroni,.asi 
Pettnt1na1n Ptmblrcunan Daerah 
denctn Ptl'l"lbe"IUl'\tn 

°"' 
Jumtah Ookumen Fnlltnl LdtHI 
Ptmblncunan Kawa.sin Pero@nan 

Jumlah OotutMn fasi',w; dll.am 
ranckl P~run Ketenteram&n 
din ICetertlban Umum 

Jumlah Ootumen f•sil'it.tsl dalam 

1'11f'Ckl Pewilts.ln11n Tups, Funp~ dan 
ICeWIJibln 
LAtmba11 ktmasy1rabt1n 

Jumllh Ookumtn Fas•ltlsl dalam 
r11n,ltl 
Pertnc.anaan Ptmba,wunan P1rt1Slpatlf 

Juml1h Laporan HHil Koordlnnl 

~ndampirll,1n 
D«sa di Wllyahnv1 

Sasaran lthiefja formutasl 

y.,,.,,._.,.,...,.,.s11ttasl, Jurnltft Dolrumen Fullltast. 
luomend_.l dan Koordln11J lltitkomendatl cltn ICoonUnasi 

Pemblnaan clan Penpwu.n Pembfnaan clan Panpwuan 
Pemerintahtn o.s. Ptmerin~DllaT-"tunn 

Tfftlksananv• Faslltnl Jumlah Ooltumen ya,w Dtfnlftul 
Penyusunan Peraturan 0eY clan dtillm ~ntkl PenyusuNn 
P«.iunin ICtPlla Dt'MI hrlturan Cesa din Peratu~n 

T.,,._ny, Fasiltui Jumllh OowrMn Ylrc DifaliitHi 
Admlnlstrasl Tata Pf:merintah1n d1lam ranab Admlt'listf'lsi Tm 
0eH Pemtrintahln ~ tah1,1n n 

Tetllblnany1 F1sl"it1si Jumllh Dokumen v•rc Dtfulillsl 
Pent•k>lun Keuaifltln O.U din dlllm ranck• Penp,lou,n ICeuarcan 
~•&unNn Ase-t Dul Desi din Pffldlyacunun 

Tetllblnlnya Fadltnl Jumlth Lapcnn Fldltul dllam 
Pene,opon dlnPenq1bn t1rckl Pe....,.pan d1n Ptnepbn 
Per1tur1n Perundlrc·Und•fllln Peraturan PeNndlnc Undlr,can 

Tffllkllnanya Fnifitasi Jumlah Dokumtn rasilltas! 
Pt>lab,nnn Tuaas Kepala Ona dlilm rarcb Pfllt.An11n rue.as 
d1n Per1nckat DM1 ICepala DeSI dan Ptr1n,bt o.sa 
Terltks.anany, F■slltlsl Jumllh Dotu.wnen Fasl&\ul 
Ptilk.Yl'\Hn PemlNn dlllm t1n,U 
ICepala Dti1 Ptl.lkJannn Ptmllh1n Kepaa Dt:.a 

Tertlksananya faiAt.alJ Jumlah Ookumen hJ•~taM 
Pet1Ulnun Tuaas din funpl Nllm t1rcb 
lldln Permuiv1w1nat,1n Desa Ptlfksan.aan Ticas din fun&SI 

Badin Ptrmusy1w1r1tan 0.SI tlhun 

Tef'Mdllnya Rekomendasl >umllh Dokumt.n Rekon'lt!ndlsl 
Ptnpn,kltan dfn ,.,..nakattn dfn Pemberhentlln 
Pemberhent11n Per11'4klt De.a ~nplt OeSI tahun n 

Tcrilbanany1 F1silt1SI J1.1mlah Dot~n SJnktondfsl 
SJnll'OntsasJ Ptrtnunun Pfl'f'nelnHn Pembeneunan DMflh 
Pt:mbtncunen D.atrah dercan ~•n i>.mblncunan 
Pemba"IUl"lnDHi Desa tlhun n 

Oftetapkannya Lokasl Jum&lh Dokuimn h .. litasl l.obsl 
Pembancunan Kllwa:san Pffl'tban,unan kawlYn Pude.aan 

Teriaks.lnanv• Fuilitul Nmllh Oolumen Fasiltul 
~•rain ICctenterunan dl .. m l'll'llkl P~•run 
din Ketertiban Umum Ketenu~nman dan 1Cet«11ban 

TtnlUlnar,ya F.sWffll Juml.lh Doturnt:n FasilllN 
PtilUlnwn Ticas, FqN, dlllm rarcltl PetlUfnun Tusa,, 
d•n 1Cew1l1bln Lembl&• fun,M, din Kewajlban 
1Cemasvar1kltln lemhlp K•masyarakatan tahun n 

T«11Wn1ftY1 flSllitasi Jumlfh ootum.n FHlitlM 
Penyusunan dlWlm r11naU 
~nun Ptmban,unan Pffencanun PembansuMn 
PartikpilJf Pfrtisipatlf tahun n 

Ttrllksananv• koordln.sl Jumllh llporan Kasll Koon:llnlsl 
PffldlmpincanOHadl Pendampinc•n 

W111V1hnv• Des.a di Wilav1hnya t.ahl.wl n 

denpn berubahnya sasar1n kec.amatan yana kedu.1 / Mcninp.ltnya ICu.ahtas Pelay.lnan Pub11k malt.I t.ar,et perT1hun 2023 d1 pnti berdasarbn Nilal rent1nc Nil.al SICM 

Output d1iSi berdas.arhn h.aSII berupa bar1nl,/jasa dan pelaksanaan program/kCIJilltan/sub kcglilltan 

0.ta Tlf"lel IUner}ai n'Dlrl'affl clan keran ka Penct.1naan Kondlsl Klne,fo podo 

Clpal1 Te~l Tehun--2 Tahun,.3 T1ttun-• Tahun•S okh~ period• Renstrl PD 

npodo 
Unitk<fjoPD 

Satuon ,.nanuunc 
T1hun ...... Rp Rp ..... , ...... Rp Rp .. .... Rp Jawob Awai ...... Rp .. .... -,., l7l II) 191 1101 1111 1121 (Ill (IAI !UJ 111) _[17j_ _lll_t _[19j_ -- 1 1 IS.450,000 I U7..50L500 l 67.l)I..U1 I 11.119.SS7 l 114.146..424 l 114.MIAU 

Oolum<n .. .. .. 3 741.000 .. ◄ 4119.200 .. S.3870◄0 .. 6."6◄ .◄◄8 .. 7.757.338 

Ool.umen s s IS 000000 s 1.3.807 000 s 16.561-400 s 19.882.011) s 23 858.◄96 s 28630.195 

Ool.umcn s s 6000000 s 4.U0.000 s ◄ 932.000 s 5.918 ◄00 s 7.102011) s 1.522 ◄96 

._.. I l I I l I 1 

Doi.-• 96 96 3120.00) 96 5000.000 96 6000.000 96 7.2011.000 96 8,640.000 96 10.368.000 
an,,. 

-· 63 6l 63 63 63 63 63 

0o1. ..... 22 20 3 000000 IS J .725.000 10 4 470.000 7 S.36◄ 000 7 6.<36800 s 1.n11160 

-· l 1 2000000 l I I l I 

Doli.wnen • 8 8 I • ' 8 

Dotumen 10 10 10 10 10 10 10 

Dotumen 8 I 36 330000 8 90.625 500 8 108.750.600 I 130.500.720 I 156.600 864 8 187.921 0J7 

Dokum<n I I 1 6500.000 I 7800.000 I 9.360 000 l 11.232.000 1 IHIS.◄00 

Ool.umen I 1 I I I I 

Ltporon 1 I l I I I 
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Demikan semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik 

untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Sumbawa demi terwujudnya 

Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. 

MAHMUD ABDULLAH 
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